
file:///D/...si%205%20Buku)/originality%20report%208.6.2020%2020-22-47%20-%20SKETSA%20POLITIK%20PILKADA%20KALSEL.pdf.html[11/07/2020 09:35:42]

% 9 wrds:
1839

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf

% 9 wrds:
1757

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_22_Tahun_1...

% 8 wrds:
1526

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=339

[Show other Sources:]

[Show other Sources:]

Plagiarism Detector v. 1740 - Originality Report 08/06/2020 20:22:44

Analyzed document: SKETSA POLITIK PILKADA KALSEL.pdf Licensed to: Pascasarjana
ULM_License02

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Relation chart:

Distribution graph:

Top sources of plagiarism:

Processed resources details:

99 - Ok / 9 - Failed

Important notes:

Wikipedia: Google Books: Ghostwriting services: Anti-cheating:

[not detected] [not detected] [not detected] [not detected]

Active References (Urls Extracted from the Document):

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_22_Tahun_1999
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=339
https://plagiarism-detector.com/


file:///D/...si%205%20Buku)/originality%20report%208.6.2020%2020-22-47%20-%20SKETSA%20POLITIK%20PILKADA%20KALSEL.pdf.html[11/07/2020 09:35:42]

No URLs detected

No URLs detected

No URLs detected

Excluded Urls:

Included Urls:

Detailed document analysis:
^r, /^-,4 ! bn

Bachruddin Ali Achmad, M.Si
Budi Suryadi, S.Sos, M.Si

t $ketsa Politilr
Pilkada llalsel
l(da Pengantiar: Dr. Ekol{ary Susanto, il.Si

t Unlvcrrlirr t rDIll'IraffiryA
trlertenar dca3nn ?srerDL lrr.rr Grlt,eilr

Sketsa Politik Pilkada
I{alsel

' fc.,-lir,
Bachruddin Ali Achmad' I\4.Si

Budi SurYadi, S.Sos, iU.Si

f :. o',
Husein AMurahman. S'Sos, t\l.Si

,9"';ng'
TYa Asari

Tita

$rroin (,ur.,

Gatut P.

,(.re @."r-L,i,
s.56.2.09.0027

ISBN:
979.94r8.55.0

Cetakan Pertama:
2009

Univercitee lunbung Mangkuat



file:///D/...si%205%20Buku)/originality%20report%208.6.2020%2020-22-47%20-%20SKETSA%20POLITIK%20PILKADA%20KALSEL.pdf.html[11/07/2020 09:35:42]

id: 1Plagiarism detected: 0,59% https://www.researchgate.net/public... + 2 resources!

Bekeriasama rlengen

Penerbil Insan Eenrlekia, Surabaya

Jl. Kaliwaron 58 Surabava Telp. (031) 5936652

rTi \

g/h. r t o:
Kasih sayang bunda sepanjang masa melahirkan
hati seluas samudera.

Kami persembahkan untuk:
Kedua orang tua

Istri & anak-anak tercinta

Buku berjudul 'sketsa Politik Pilkada Kalsel ini',

secara khusus sarat dengan potret dinamika politik

lokal di Kalimantan Selatan, yang dipengaruhi pula

oleh berbagai kebijakan pemerintah yang
menyangkut masalah desentralisasi dan otonomi
daerah.

Tidak dapat dibantah, bahwa sejak reformasi
politik tahun 1998, geliatdemokratisasi di Indonesia

menghasilkan sejumlah persoalan kepemimpinan
politik dalam pemerintahan yang harus ditangani
dengan baik, dalam arti telah menimbulkan implikasi

negatif dan justru memecah ikatan kebhinekaan
yang telah disepakati oleh para pendidiri Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu upaya turtuk mencapai demokratisasi
politik, yang diharapkan dapat mendorong
tercapainya kesejahteraan memadai dan dinikmati

oleh seluruh lapisan masyarakat, yang melalui
penyelenggiaan pemerintahan di daerah yang lebih

humanis, aspiratif terhadap kepentingan
lokal namun

tetap dalam koridor hukum dan keberadaan politik

nasional.

https://www.researchgate.net/publication/329653431_CIVIL_SOCIETY_SHADOW_STATE_DAN_LOCAL_STRONGMEN_DALAM_KAJIAN_POLITIK_LOKAL
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Skeba Politik Pilkada Kalsel

9,^tu

Dari Otonomi Daerah
Sampai Pilkada

Sunggth sulit dipercaya bahwa begitu banyak sistem moral
dan pcilitik telah ditemukaa, dilupakan, ditemukan kernbati,
dilupakan lagi, muncul lagi sebentar kemudian, selalu menarik dan
meagejutkan duaia, seolah-olah mercka merupakan sesuatu yarrg
baru, dan jadi saki bagi ketidaktahuaa manusia dan bukannya
saksi bagi keakifan semangat nanusr?. Alcxis de Tocquerritle.

f eformasiyang terjadi di negara Indonesia tahun
d\1999 merupakan titik awal bagi perubahan-
Berubahan pada tatanan politik. Tuntutan yang
dikumandangkan melalui yel-yel akan suasana yang
lebih demokratis, direspon dengan kebijakan-
kebijakan politik baru. Salah satu kebijakan politik
tersebut mengenai rekayasa ulang hubungan antara
pemerintah pusat dan pernerintah daerah, yang
dikenal'dengan istilah otonomi daerah.

Kebijakan politik ini sebagai gambaran bahwa
Indonesia belum pernah berhasil untuk
menyelesaikan ketegangan antara Busat dan

I:-J

Dari Otonomi Daerah Sampai pilkada

daerah. Permasalahan lama yang diwariskan oleh
pemerintahan Orde Lama dan pemerintahan Orde
Baru tetap saja tidak mampu untuk diselesaikan
dengan baik.

Sebagai contoh, separ\iang sejarah tahun 19b0-
an, Republik ini digoncang oleh beberapa
pemberontakan daerah, yang sebagian ingin
memisahkan diri dari Indonesia, seperti Aceh,
Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Maluku, dan Sumatera
Barat. Sepanjang Orde Baru yang sepertinya tampak
'tidak bermasalah', ternyata menyimpan bom waktu
yang pasti akan meledak belakangan. Oleh karena
itu, pasca Orde Baru meledaklah tuntutan
kemerdekaan, federasi; dan otonomi di banyak
daerah luar Jawa (Pratikno, 2005).

: Kemudian sejarah politik Indonesia, definisi



file:///D/...si%205%20Buku)/originality%20report%208.6.2020%2020-22-47%20-%20SKETSA%20POLITIK%20PILKADA%20KALSEL.pdf.html[11/07/2020 09:35:42]

id: 2Plagiarism detected: 0,05% http://dpr.go.id/dokjdih/document/u... + 2 resources!

id: 3Plagiarism detected: 0,04% https://mafiadoc.com/buku-psppdf-st...

yang terakhir tersebut menggambarkan realitas.
Pusat dijabarkan tidak semata-mata sebagai
pemerintah pusat, tetapi juga dengan Jakarta, dan
bahkan Jawa, yang dianggap sebagai kelornpok
sosial dan ekonorni yang mampu memanfaatkan
kekuasaan negara di tingkat nasional. Sementara
itu, daerah bukan semata-mata menggambarkan
pernerintahan daerah. tetapi juga sebagai
masyarakat dan wilayah luar Jakarta, dan bahkan
luar Jawa (Pratikno, 2005).

E-r

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

Secara historis, perjalanan konsep otonomi
daerah tampaknya mengalami siklus pasang surut
(turun naik) sesuai dengan perkembangan waktu
atau sepertinya tergantung dari beberapa faktor
yang mendukung, yaitu kemurahan hati penguasa
pemerintah pusat, kesiapan daerah-daerah, dan
tuntutan dari daerah-daerah tersebut.

Otonomi daerah sering digulirkan oleh
pemerintah pusat dengan berbagai prinsip-prinsip
yang berbeda subsLansinya dari tahun 1945 sampai
tahun 1999, seperti mulai dari prinsip otonomi yang
berkedaulatan rakyat, prinsip otonomi yang
sebanyak'banyaknya, prinsip otonomi yang riil
dan seluas-luasnya, prinsip otonomi yang riil dan
bertanggung jawab, prinsip

otonomi yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab,

dan yang terakhir
prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya
berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Perubahan konsep otonomi daerah tersebut
dari waktu ke waktu menandakan bahwa persoalan

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah masih mencari format ideal. Yang dalam
realitasnya masih belum berhasil karena adanya
benturan berbagai faktor kepentingan masing-
masing pelaku.

r -r-J

n
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Dari Otonomi Daerah Sampai Pilkada

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah,

dengan berprinsip

otonomi
daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab,

boleh dikatakan sebagai bentuk paradigma baru
penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai
sebuah paradigma baru, UU ini sangat berjiwa
kebebasan dari UU sebelumnya, yaitu LIIJ No,

5 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintah Daerah.

Rasyid (2005), mengemukakan 2 (dua) alasan
obiektif tentang digantinya UU No. 5 tahun 1974.
Pertama,

bahwa pemerintahan daerah yang berlaku
saat itu memang belum sepenuhnya mencerminkan
konsep UU No. 5 Tahun 7W4, di mana titik berat
otonomi pada tingkat II (kabupaten dan kotamadya),
yang merupakan amanahPasal 11 Ayat 1 UU No. 5
Tahun 1974 belum terwujud. Keengganan
pemerintah pusat untuk mendelegasikan
wewenang ke daerah memang berlebihan.
Ironisnya pemerintah daerah sendiri, yang memang
merupakan produk dari sistem yang

sentral.istik itu,
pada kenyataannya ini atau paling tidak,

berada
pada posisi yang sulit untuk mengoreksinya.
Bahkan bisa dipahami jika beberapa aparat
pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, justru
menikmati sistem yang sentralistik itu. Bukankah
sistem ini telah menempatkan kepala daerah
sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat dan

Lr t
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karena itu membebaskan mereka dari tanggung
jawab politik DPRD dan masyarakat di daerah atas
setiap kebijakan yang dilakukannya.

Kedua, bahwa

sistem pemerintahan daerah menurut UU No. 5
Tahun 197 4 Lelahmenyulitkan lahirnya pemerintahan
daerah

dengan akuntabilitas publik yang cukup, dan
karena itu tidak sejalan dengan aspirasi
demokratisasi

dalam pemerintahan daerah.

Maksudnya pada

UU No. 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

ini, dalam hal
pengaturan kepala wilayah/kepala daerah hanya
sebatas pemilihan oleh lembaga legislatif (DPRD),
yang walaupun dalam realitasnya lembaga legislatif
(DPRD) ini, bukan sebagai lernbaga perwakilan
rakyat sepenuhnya tetapi hanya sebagai lernbaga
stempel rakyat yang hanya mengajukan calon-
calon kepala wilayatr/daerah, dengan kata lain DPRD
kr"rrang berfungsi.

Sementara pada UU No. 22 Tahun 1g99 tentang
Pemerintah Daerah, dalam hal pengaturan kepala
daerah, lembaga legislatif (DPRD) mempunyai
kewenangan yang besar untuk menentukan dan
memilih kepaia daerah serta kewenangan besar
dalam hal meminta laporan pertanggungjawaban
(LPJ) kepala daerah dan melakukan pemberhentian
( impeachmenf) terhadap kepala daerah.

rE

Dari Otonomi Daerah Sampai Pilkada

Sehingga salah satu faktor utama pendorong
munculnya kebijakan desentralisasi pasca
runtuhnya pemerintahan Orde Baru (sebagaimana

tertuang di dalam

UU No. 22 dan 25 Tahun 1999)
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,
adalah untuk mempercepat proses demokratisasi
dan memperbaiki kualitas demokrasi di daerah
(Rasyid, 2003; dan Turner, 2003). Melalui transfer
kekuasaan dan otoritas ke daerah, diharapkan bisa
membuat daerah memiliki bargaining position yang
lebih besar kepada pemerintah pusat. Lebih dari
itu, daerah memiliki kekuasaan dan otoritas untuk
merumuskan kebijakan-kebijakan untuk diri mereka
sendiri. Pandangan seperti ini didasari bleh
pemikiran bahwa para pemegang kekuasaan di
daerah lebih tahu selera rnasyarakat di daerah
daripada pemegang kekuasaan di pusat.

Kemudian sejak pelaksanaan otonomi daerah
yang baru, yang dimulai l Januari 2000 sampai tahun
2OO3, yang diperkirakan t 2,5 tahun
penyelenggaraan pemerintah daerah telah berjalan
dengan pola ini, memunculkan tuntutan revisi
terhadap UU tersebut. Revisi terhadap

UU No. 22
Tahun 1999 tentang

Pernerintah Daerah dilakukan
karena adanya tuntutan dan gejolak dari masyarakat
daerah untuk menuntut dilakukan revisi, di mana
penyelenggaraan UU ini memunculkan banyak

r5l

f,

Skeaa Politik pilkada Kalsel

praktik yang negatif, seperti adanya indikasi
terjadinya politik uang di DPRD dalam pemilihan
kepala daerah dan LPJ kepala daerah.

.Marijan (2006), mengemukakan tidak hanya
otoritas dalam

memilih kepala daerah dan wakil
kepala daerah

saja yang acapkali disalahgunakan.
Otoritas meminta pertanggungjawaban (LpJ) tidak
jarang juga disalahgunakan. Untuk ini ada 2 (dua)
kecenderungan kontras. Pertama, adalah adanya
'kongkalingkong' antara DPRD dengan kepala
daerah. Hal ini, misalnya terlihat dari adanya
kecenderungan untuk menerima begitu saja LpJ
yang dibuat oleh kepala daerah itu, meskipun

https://mafiadoc.com/buku-psppdf-staff-uny_5a2b35c91723dd0fdc90ed31.html
http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf


file:///D/...si%205%20Buku)/originality%20report%208.6.2020%2020-22-47%20-%20SKETSA%20POLITIK%20PILKADA%20KALSEL.pdf.html[11/07/2020 09:35:42]

id: 15Plagiarism detected: 0,04% https://contohaku1.blogspot.com/201...

id: 16Plagiarism detected: 0,03% http://dpr.go.id/dokjdih/document/u... + 7 resources!

didalamnya terdapat kelemahan-kelemahan yang
cukup mendasar. Kedua, forum LPJ dipakai untuk
menjatuhkan kepaladaerah. Hal ini terlihat dari tidak
begitu jelasnya alasan DPRD untuk melakukan
penolakan terhadap LPJ itu. Yang penting, 'LpJ itu
haru's ditolak', dan kepala daerah itu 'harus
diberhentikan'.

Sehingga pada tahun 2003 muncullah draf UU
baru tentang penyelenggaraan pemerintah daerah,
yang akhirnya disahkan menjadi UU No. 3Z tahun
2004 tentang Pqmerintah Daerah. UU baru ini
berprinsip otonomi seluas-luasnya berdasarkan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU baru ini

lLr

Dari Otonomi Daerah Sampai Pilkada

lebih demokratis karena dalam pasalnya terdapat
pengaturan secara rinci mengenai pernilihan kepala

daerah atau yang dikenal dengan istilah
PILKADA,
melah,ri mekanisme pernilihan langsung oleh rakyat.

Perjalanan UU ini pun mengalami dilema-dilema
baru dan banyak kontroversi kritik. Salah satu
iiustrasinya yang dulunya money politic hanya
terjadi di lembaga legislatif, sekarang meluas,
menyebar, dan menular ke semua lapisan-lapisan
masyarakat daerah.

Namun apa pun bentuk dilema dan kontroversi
kritik tersebut, Surbakti (2006), mengemukakan
beberapa alasan mengapa

kepala daerah dan wakil
kepala daerah

harus dipilih secara langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum.

Pertama, agar lebih konsisten dengan sistem
pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan
presidensial antara lain ditandai oteh pemilihan
kepala pemerintahan secara langsung oleh rakyat.
Oleh karena itu, sebagaimana pada tingkat nasional
presiden sebagai kepala pemerintahan dipilih
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka
kepala daerah r.ntuk daerah otonom juga dipilih secara

https://contohaku1.blogspot.com/2014/10/skripsi-ekonomi-pengaruh-rasio.html
http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
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langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

t_!_ I

Sketsa Polit* Pilkadii Kalsel

Kedua, untuk menciptakan pembagian
kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek
Ghecks and balances) antara DPRD dan kepala
daerah/wakil kepala daerah. Salah satu ciri
prjmerintahan yang menganut pembagian
kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek
adalah baik lembaga legislatif mauBun eksekutif
sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui pemilihan umum. Keduanya memBunyai
kekuasaan yang seimbang dengan tugas dan
kewenangan yang berbeda, keduanya saling
mengontrol melalui pembuatan peraturan daerah dan
APBD, dan keduanya memiliki legitimasi dari rakyat.

rE

t

I

skeba Politik Pilkada Kalsel

Suo

Menakar
Itekuatan Eivil Society

(Fpatrrya tahtur 2005, sekitar 242 daerahprovinsi,
ldaerah kabupaten, dan daerah kota yang ada

di seluruh wilayah Negara Indonesia me-
nyelenggarakan pemilihan langsung kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
ini
merupakan pemilihan secara langsung yang
pertama kali dilakukan untuk menentukan

calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Keinginan terhadap pemilihan secara langsung
kepala daerah dan wakilkepala daerah sepertinya
sudah menjadi keinginan nasional. Pemilihan
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secara
langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah

diharapkan meminimalisir distorsi keterwakilan
masyarakat daerah dalam proses pernilihan kepala
daerah sebelum UU otonomidaerah yang baru ini"

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
secara langsung merupakan respon dari perjalanan
reformasi di Indonesia jilid beriktrtnya. Khususnya

rsJ

Menakar Kekuaan Civil Society

mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.
Selain itu, sebagai respon dari krisis legitimasi
masyarakat daerah atas proses pemilihan kepala
daerah oleh DPRD.

Walaupun DPRD dianggap sebagai perwakilan
politik masyarakat daerah, namur karena persoalan-
persoalan rekruitmen yang dilakukan partai politik
tidak berdasarkan prinsip profesionalisme sehingga
anggota DPRD dominannya yang tersaring berasal
dari individu yang anti aspirasi masyarakat daerah.

DPRD yang seharusnya sebagai representasi
kepentingan masyarakat daerah dalam menentukan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
ternyata terjebak pada kepentingan materialisme
dan kepentingan partai politik. Sehingga alasan
materialisme yang menjadi standar ukuran bagi
seorang calon kepala daerah.

Dalam rangka memperbaiki seleksi

kepala
daerah dan wakil kepala daerah

maka digagas ide
dengan istilah pilkada. Pilkada merupakan salah
satu sistem pemilihan seorang kepala daerah
secara langsung yang berdasarkan

UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui
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sistem pemilihan ini masyarakat daerah secara

llel
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langsung menentukan seorang

kepala daerah dan
wakil kepala daerah

melalui mekanisme yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

' Salam (2004), mengemukakan bahwa model

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
secara

langsung ini diharapkan pada terciptanya
rekruitmen pemimpin lokal dengan standar yang jelas
dan transparan, sehingga menumbuhkan sikap
percaya masyarakat terhadap pemimpin lokal. Bagi
DPRD yang selama ini menjadi sorotan tajam
terhadap penggunaan "politik uang", dengan cara
ini justru akan lebih meningkatkan citra DPRD dan
secara tidak langsung juga akan meningkatkan
stabilitas pemerintahan lokal. Dengan demikian,
proses

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah secara

langsung akan lebih memperkuat arah
reformasi nasional, terutama dalam proses
demokratisasi pada tingkat lokal.

Kemr-rdian sistem pemilihan adalah seperangkat
metode yang mengatur warga negara memilih para
wakilnya.

Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat,
seperti lembaga legislatif atau DPRI/DPRD, sistem
pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk
mentransfer suara

pemilih ke dalam suatu kursi di
lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika

IEI
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pemilihan itu terjadi pada seorang kepala
pemerintahan sebagai representasi tunggal, seperti
presiden, gubernur, bupati/walikota dan
semacamnya, sistem pemilihan itu bisa berwr-rjud

seperangkat metode untuk menentukan seorang
pemenang berdasarkan jr-rmlah suara yang
diperolehnya, dalam bahasa yang sederhana,
sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan
dengan cara pemberian suara,

perhitungan suara
dan pembagian kursi (Subekti, 1gg8).

Selain itu, pilkada juga merupakan seperangkat
metode untuk menentukan seorang

kepala daerah
dan wakil kepala daerah secara

langsung. Surbakti
(1999), mengemukakan setiap sistem pemilihan, yang
biasa

diatur dalam peraturan perundang-undangan,
setidaknya mengandung

3 (tiga) variabel pokok, yaitu
penyuaraan ( bailotind, distrik pemilihan (electoral
districD, dan formula pemilihan (electoral formula-
tion). Pertama, penyuaraan dimaksudkan dengan tata
cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam
memberikan suara. Kedua, daerah pemilihan
dimaksudkan dengan ketentuan yang mengatur
berapa daerah di masyarakat untuk setiap daerah
pemilihan. Ketiga,formula pemilihan, dimaksudkan
dengan

rumus yang digunakan untuk menentukan
siapa

yang memenangkan daerah pemilihan.

|l1l

G
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Oleh karena itu, pilkada merupakan sistem
pemilihan dan seperangkat metode pemilihan untuk
menentukan
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calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah,

yang mengandung variabel-variabel pokok
di atas untuk menjamin seoraRg

calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah

mendapat legitimasi
kuat dari masyarakat daerah.

Mekanisme Pilkada

Mekanisme pilkada diatur dalam peraturan
perundang-undangan pemerintahan daerah, yaitu
UU No. 32 Tahun 2004 tentans Pemerintahan
Daerah. Karena termasuk dalam peraturan
mengenai pemerintahan daerah, maka teknis
pilkada diatr-r pada Bagian delapan Pasal 56 sampai
dengan Pasal 119 sebagai berikut.

"

Kepala daerah dan wakil kepala daerah
dipilih
dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas

langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasangarr

calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah

inidiajukan oleh partai
politik atau gabungan partai politik."

"Adapun lembaga resmi yang menyelenggara-
kan proses

pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah

adalah komisi pemilihan umum

f ll-l
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daerah (KPUD), sedangkan lembaga yang
mengawasi jalannya proses pemilihan ini adalah
Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA)."

"Pilkada tidak sekadar hanya sebuah sistem
pemilihan yang terdiri dari perangkat-perangkat
metode yang mengaturnya, tetapi juga bagaimana
sistem ini dapat menghasilkan seorang

kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang

aspiratif bagi
seluruh masyarakat daerah."

"Partai politik ataugabungan partai politik yang

dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah
apabila memenuhi persyaratan memperoleh
sekurang-kurangnya 157o (lima belas persen) dari
jumlah kursi di DPRD atau akumulasi perolehan
suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di
daerah yang bersangkutan."

"Masa pendaftaran pasangan

calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah

paling lama 7 (tujuh)

hari terhitung sej
ak pengumuman pendaftaran
pasangan calon. Terhadap pasangan calon yang
telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya
dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan
nomor urut pasangan calon."

"

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah dilaksanakan

melalui masa persiapan, dan
tahap pelaksanaan. Masa persiapan, meliputi: (a)

Lls I
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pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah
mengenai berakhirnya masa jabatani (b)
pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai
berakhirnya masa jabatan kepala daerahi (c)
perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan
tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah; (d) pembentukan panitia pengawas,
PPK, PPS dan KPPS; (e) pemberitahuan dan
pendaftaran pemantau. Tahap pelaksanaan,
meliputi: (a) penetapan daftar pemilih; (b)
pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/
wakil kepala daerah I (c) kampanye; (d)
pemungutan suara; (e) perhitungan suarai (f)
penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil
kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan."

"Khusus pada pemungutan suara dilakukan
dengan memberikan suara melalui surat suara yang
berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya
300 (tiga ratus orang)

."

"Pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang memperoleh suara

lebih dari
507o (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan
sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan
ini tidak terpenuhi, maka penetapan pasangan caton

kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih

IEj
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berdasarkan pada yang memperoleh suara lebih dari
257o (dua pr-rluh lima persen) dari jumlah suara yang
sah. Apabila ketentuan ini tidak terpenuhi maka
dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh
pemenang pertama dan pemenang kedua."

Mekanisme pilkada ini memenuhi syarat-syarat
sebuah sistem pemilihan, seperti penyuaraan,
daerah pemilihan, dan formula pemilihan. Kemudian
dalam hal formula pemilihan, mekanisme pilkada ini
mengandung formula pemilihan pluralitas. Dengan
dernikian, kebiasaan model formula pemilihan
pluralitas ini pada sistem penyuaraan yang

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf


file:///D/...si%205%20Buku)/originality%20report%208.6.2020%2020-22-47%20-%20SKETSA%20POLITIK%20PILKADA%20KALSEL.pdf.html[11/07/2020 09:35:42]

id: 43Plagiarism detected: 0,04% http://dpr.go.id/dokjdih/document/u... + 7 resources!

id: 44Plagiarism detected: 0,03% http://dpr.go.id/dokjdih/document/u... + 7 resources!

id: 45Plagiarism detected: 0,05% http://dpr.go.id/dokjdih/document/u... + 7 resources!

digunakan cenderung bersifat kategoris, dan daerah
pemilihan yang digunakan adalah sistem distrik.

Daerah-daerah pemilihan

calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah

dibagi-bagi ke dalam
wilayah-wilayah distrik, dan setiap distrik ini dibagi
lagi ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS)
yang jumlahnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus)
orang pemilih.

Namun, mekanisme pilkada di atas hanyalah
sebuah metode untuk menentukan seorang

kepala
daerah dan wakil kepala daerah

berdasarkan
prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga diharapkan
dapat menghasilkan output

calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang

aspiratif dan memiliki

Lls I
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kem4mpuan personalitas-manajemen dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah yang
berorientasi melayani kepentingan masyarakat daerah.

Persoalan yang cukup menarik apabila
mekanisme pilka ja ini dihubLngkan dengan ra nah civi!
societyyangdikenal sebagai basis demokrasi, maka
ada beberapa dalil pertanyaan yang terbangun,
seperti apakah civil society telah tercipta dalam
masyarakat daerah untuk pondasi menyeleksi
pemimpin lokal yang aspiratif? Bagaimana apabila
mekanisme pilkada ini dilaksanakan pada masyarakat
daerah yang belum terbangunnya civil society'?

Keraguan terhadap hasil akhir pilkada juga
dikemukakan o.leh Salam Qffiq, bagaimanapun juga
pemilihan kepala daerah dan rvakil kepala daerah
secara langsung hanya-dapat memuaskan bahwa
pemilihan dilakukan secara demokratis, di mana
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rakyat dapat secara langsung memilih kepala
daerah yang terbaik rnenurut selera pemilih.
Persoalannya adalah apakah proses ini dapat
menyelesaikan persoalan daerah? Beberapa
pertanyaan yang dapat kita angkat: (i) Apakah
pemilihan l epala daerah secara langsung akan
dapat menghasilkan kepala daerah yang terbaik?
(2) Apakah persoalan korupsi di daerah dapat
dikurangi seminimal mungkin? (3) Apakah pelayanan

lEl
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atau istilah Yunani koinonia politike. Istilah tersebur
sinonim dengan "masyarakat politik". (Kuper, 2000).
Namun sejarah munculnya civil societybermula pada
abad ke 17, yaitu ketika kekuasaan Gereja sangat
dominan mengatur semua aspek kehidupan
masyarakat. Pada gilirannya, penentangan dan
perlawanan terhadap Gereja pun mencuat. Puncaknya
ketika sebagian besar masyarakat tak rela lagi
diperintah gereja,

dan menganggap Gereja sebagai
bagian dari

negara, bukan bagian dari masyarakat Kala
itu, perlawanan masyarakat terhadap Gereja adalah
perlawanan terhadap kekuasaan Garyadi, 2@D.

Secara definisi, istilah civil society sangat
bervariasi, seperti pengertian civil society dari
Alexis de Tocquevilie dikutip Hikam (1999), yang
menyebut civil societysebagai

wilayah-wilayah
kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan,
antara lain kesukarelaan (voluntary),
keswasembadaan (sel

f-generating), dan
ke swadayaa n ( self- s upporting), kemandirian tinggi
berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan
norrna-norrna

atau nilai-nilai hukum yang diikuti
oleh
warganya. Sebagai sebuah ruang politik, civil
society adalah suatu wilayah yang menjamin
berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi
mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material,
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dan tidak terserap ke dalam jaringan-jaringan

rsu
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kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat
pentingnya suatu ruang publik yang bebas, tempat
di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa
dilakukan oleh masyarakat.

Dari pengertian civil society di atas, maka ia
mewujud ke dalam berbagai organisasi/asosiasi
yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara.
Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial
dan keagamaan, paguyuban dan juga kelompok-
kelompok kepentingan (interest group) adalah
pengejewantahan kelembagaan civil society tentu
saja tidak semua pengelompokkan tersebut lantas
memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan
dengan negara atau mampu mengambil jarak dari
kepentingan ekonomi (Hikam, 1999).

Masyarakat sipil menurut Ernest Gellner dikutip
Hadiwinata (1999), bisa dirumuskan sebagai satu set
institusi-institusi nonpemerintah yang beragam yang
cukup kuat untuk memberi keseimbangan pada
negara, pada saat yang sama, tidak menghalangi
negara untuk mengisi peranannya sebagai penjaga
perdamaian dan arbitrator antar kepentingan-
kepentingan utama, bisa menghalangi/mencegah
negara mendominasi dan mengecilkan masyarakat.

Selain itu, substansi terpenting dari civil society
adalah adanya nilai-nilai individualisme. Nilai-nilai
individualisme bukanlah nilai-nilai yang

@a
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mementingkan diri sendiri, tetapi bagaimana nilai
ini terjawantahkan dalam sikap dan perilaku
masyarakat yang menunjukkan kemampuan
menjaga jarak dengan kepentingan kelompok
komtmal dan kepentingan negara.

Sehingga apabila istilah civil society ini
dihubungkan
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dengan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah,

sepertinya memperlihatkan
suatu kontradiksi yang besar. Maksudnya
mekanisme pilkada secara langsung

memilih kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang

berprinsip
demokrasi harus dilaksankan pada masyarakat
daerah yang tidak memiliki 'rumah' persemaiannya,
yaitu civil sociegt

Padahal, 'rumah' persemaian (civit society) di
rnasyarakat daerah ini penting dalam rangka
menjamin kualitas seorang

calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah.

Seperti disebutkan oleh Larry
Diamond dikutip Hasan Syadzily dalam Burhanuddin
(2003), civil sociely memberikan kontribusi.
Pertama, sebagai wahana yang menyediakan
sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan,

dan
moral untuk menjaga dan mengawasi
keseimbangan negara. Asosiasi independen dan
media yang bebas memberikan dasar bagi
pembatasan

tekuasaan n€gara melalui kontrol

fEJ
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publik. Kedua, sebagai wahana beragamnya dan
pluralis

dalam masyarakat sipil dengan berbagai
kepentingannya, bila diorganisir dan terkelola
dengan baik, maka hal ini dapat menjadi dasar yang
penting bagi persaingan yang demokratis. Ketiga,

sebagai wadah bagi seleksi dan lahirnya para
pemimpin politik yang baru.

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
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Artinya civil society sebenarnya iustru menjadi
sesuatu yang penting ketika suatu negara mencoba
menjalankan proses pemilihan

langsung kepala
daerah dan wakil kepala daerah.

Karena civil society
akan rnenciptakan kemandirian politik yang tinggi dari
masyarakat daerah untuk menentukan perkembangan
dan perjalanan pembangunan daerah berdasarkan
prinsip-prinsip demokratis.

Di Indonesia, terutama menjelang kejatuhan
rezim Orde Baru, suatu era yang sering disebutkan
sebagai era reformasi, perbincangan mengenai
masyarakat sipil atair civil societymenjelang dan
selama kejatuhan pemerintah "militer" orde baru,
memiliki koncjtasi yang sama sekali berbeda
dengan konsep dan konotasi civil society yang
diperdebatkan dalam IImu Sosial. Ternyata
perbincangan mengenai masyarakat sipil dalam era
reformasi dimunculkan dalam rangka menciptakan
suatu masyarakat alternatif terhadap militerisme

lstl

t
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yang secara operasional dianggap dilaksanakan
dan direproduksi melalui mekanisme dwi fungsi
ABRI yang kini banyak ditentang oleh mahasiswa.
Dengan demikian, masyarakatsipil atau civil society
dalam perdebatan tersebut mempunyai arti sebagai
lawan dari masyarakat militer. Sehingga banyak
pemikiran dilontarkan saat ini yang mencita-citakan
Indonesia menuju pada suatu masyarakat madani
dalam pengertian suatu masyarakat [anpa pengaruh
dan dominasi militer dalam kehidupan sosial dan
potitik bangsa Indonesia (Fakih, 1999).

Hal ini terjadi karena rezim orde baru sangat
menekankan pada superioritas negara. Seperti
disebutkan oleh F.M Suseno dalam Hikam (1999),
keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam bidang
pembangunan ekonomi, perwujudan administrasi
kenegaraan dan politik luar negeri tidak dibarengi
keberhasilan dalam pembangunan demokratis. Ciri
khas suasana Bolitik dalam pemerintahan Orde Baru
adalah pendekatan tap down. Kebijakan massa
mengambang, penataan kembali kehidupan kepartaian,

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
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domestikasi pemilihan umum, gaya pelaksanaan
sidang umum MPR, lemahnya furgsi DPR, menrusuhrya
ciri-ciri negara hukum dengan negara kekuasaan,
kekhawatiran yang tak proporsional alat-alat ne gara
terhadap pertemuan, rapat, seminar yang bernada
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kritis, dan banyak unsur lainnya telah menciptakan
suasana yang segala-galanya terganttng dari koneksi
dengan penguasa.

Bagi: kebanyakan aktivis di Indonesia, masa-
masa 1990-an merupakan "masa pergerakan" di
mana gerakan-gerakan antardaerah bangkit dan
menjadi lebih jelas dalam menyuarakan tuntutan-
tuntutan mereka kondisi sosial, ekonomi, dan politik
yang lebih baik dan lebih bisa ditolerir. Di antara
para kelas menengah. kritik-kritik r:mum dinyatakan
dalam berbagai tulisan kritis, pertunjukan-

.pertunjukan teaterikal, dan perkumpulan-
perkumpulan informal. Para anggota kelas menengah
Indonesia juga lebih banyak terlibat dalarn kegiatan-
kegiatan LSM untuk rnempromosikan program-
program pembangu:an masyarakat dan pemahaman
orang-orang kecil terhadap milieu sosial mereka.
Di antara kelompok masyarakat yang lebih rendah,
di daerah-daerah rural, para petani bangkit
mempertahankan tanahnya. Sementara di daerah-
daerah urban, pekerja meningkatkan tuntutan mereka
terhadap kondisi kerja yang ]ebih baik dan upah yang
lebih tinggi (Hadiwinata, 1999).

Kondisi civil society di aras lokal dan dalam
kehidupan sehari- hari (akar rumput), menr-uriukkan di
satu pihak adanya perkembangan civil societyyang

1_?!l
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menggembirakan, namun di lain pihak kondisi civil
society juga telah mengarah pada rel yang salah
(Suwondo,ZWD.

Kennurculan lembaga-lembaga atau kelompok-
kelompok di masyarakat daerah merupakan imbas
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dari proses perubahan dan modernisasi yang
terjadi di Indonesia, tetapi realitasnya proses
pembentukan kelembagaan dan kelompok di
masyarakat daerah terbelah menjadi beberapa
segmentasi wilayah ruang.publik. Proses itu
ternyata menghasilkan kelembagaan atau kelompok
masyarakat daerah yang tersegmentasi ke dalam
kepentingan komunal, kepentingan materialisme,
dan kepentingan penguasa.

OIeh karena itu, pada aspek kelembagaan
masyarakat daerah muncul istilah plat merah, plat
kuning, dan plat hitam. Plat merah dimaksudkan
sebagai kelembagaan bentukan pemerintah ataur
agen pemerintah. Plat kuning dimaksudkan sebagai
kelembagaan yang dibentuk untuk mengakomodir
kepentingan sponsor atau materialisme. Sedangkan
plat hitam dimaksudkan dengan kelernbagaan yang
dibentuk berdasarkan swadaya masyarakat daerah.

Pada aspek kelompok-kelompok masyarakat
daerah tersegmen[asi pada kepentingan agama dan
kepentingan etnis. Kelompok-kelompok terbentuk

W)
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berdasarkan kepentingan agama yang dianut oleh
masyarakat daerah, seperti Islam, Kristen, dan Hindu.
Sedangkan kelompok-kelompok yang terbentuk
berdasarkan kepentingan etnis dalam masyarakat
daerah, antara lain Kalimantan, Jawa, dan lain-lain,

Namun persoalannya, segmentasi kelembagaan
dan kelompok di masyarakat daerah ini menimbulkan
kompetisi antarkelembagaan dan kelompok yang
terjebak pada ruang kepentingan yang sempit. Idealnya,
konteks civil societykelembagaan dan kelompok di
masyarakat daerah berhadapan dengan kepentingan
negara. Namun, justru kelembagaan dan kelompok
masyarakat daerah ini saling berhadapan untuk
membela kepentingan masing-masing (sponsor).

Segmentasi di masyarakat daerah ini juga
berimbas pada eksistensi individu yang ada di
dalamnya. Individu-individu terjebak pada ruang
kepentingan yang bertolak belakang dengan ruang
politik yang dimaksudkan oleh civit society.
Individu-individu ini tidak marnpu melakukan metafor
ke arah civil society, sehingga pada posisi ini
kebiasaannya hanya akan menghasilkan individu
yang mampu bersikap saling bermusuhan dan
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pertikaian-pertikaian yang menjauhi kontruksi
kedamaian dan kebersamaan.
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Apabila 'rumah' persemaian (civil societl di
masyarakat daerah terkonstruksi seperti ini, dapat
dibayangkan proses

pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang

menjunjung prinsip-
prinsip demokrasi. akan menghasilkan pemimpin

kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
terkontaminasi persoalan-persoalan kepentingan
komunal dan materialisrne.

Pada aspek kepentingan komunal, seora{rg

kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
terpilih
hanya akan tunduk pada kelompok komunalnya.
dikarenakan mereka merasa terpilih atau rnenang
didukung oleh kelompok tersebut. Kebiasaan
praktik seperti ini akan berlanjut menjadi upaya
diskriminasi kepentingan kelompok lain, yang
secara otomatis mengabaikan kepentingan
masyarakat daerah secara umum.

Sementara pada aspek kepentingan
materialisrne. seorang

kepala daerah dan wakil
kepala daerah,

terpilih berdasarkan'politik uang'
yang dimainkan pada saat pemilihan tersebut.
Otomatis, ketika terpilih sebagai kepala daerah ddn
wakil kepala daerah berusaha untuk mengembalikan
jumlah uang yang dikeluarkan melalui beberapa
praktik korupsi di daerah.

IEJ
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Aspek kepentingan komunal dan aspek
kepentingan materialisme di atas sangat menggejala
dan menyelimuti setiap proses pemilihan

calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah

sebelumnya, sehingga
dapat dibayangkan proses pemilihan pilkada pada
tahun-tahun yang akan datang akan mengalami nasib
yang sama.

Tetapi, ini bukti bahwa civil society pada
masyarakat daerah harus dibenahi secara perlahan
dalam rangka mewujudkan civil society yang
mampu sebagai wadah pengelolaan kepentingan
masyarakat daerah dan sebagai perwujudan
kemampuan masyarakat daerah menentukan
pemimpin lokal yang baru dan 'aspiratif'.

Secara historis, realitas perjalanan politik lokal yang

telah terkonstruksi akibat-akibat imperialisme dan
persaingan-persaingan politik penguasa,
mengakibatkan melemahnya ciuil societydi masyarakat
daerah. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, historikal penjajahan Belanda. Pada
saat penjajahan Belanda menerapkan politik devide
et empera (politik adu domba). Politik ini dijalankan
dalam rangka untuk melemahkan kekuatan rakyat
Indonesia pada waktu itu. Namun, politik devide et
empera ini berimbas pada konsekuensi terjadi sikap
saling curiga dan saling tidak percaya antara kelompok-
kelompok masyarakat Indonesia (sikap permusuhan).

t-qs I
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Kondisi seperti ini mengubah ruang politik kelompok-
kelompok di masyarakat untuk saling berhadapan
dengan kelompok masyarakat lainnya.

Kedua, historikal Orde Baru. Politik penguasa
yang dibangun pada saat Orde Baru sangat berbasis
pada menguatnya posisi negara. Negara dijadikan
alat untuk menetralisir setiap kelompok-kelompok
yang ada di masyarakat Indonesia. Keketatan
negara seperti ini menghasilkan melemahnya atau
mematikan kelompok-kelompok di luar negara.
Alhasil yang muncul adalah kelompok-kelompok
yang akomodatif dengan penguasa politik (negara).

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
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Hampir tidak ada kelompok atau kelembagaan
masyarakatyarrg vis a rzlbdengan kepentingan negara.

Ketiga, segregasi wilayah etnis dan agama.
Wilalyah-wilayah daerah yang ada di Indonesia
terbagi ke dalam kelompok-kelompok etnis dan
agama. Segregasi wilayah seperti ini berimbas
pada pengelompokan yang terjadi, sehingga
kelompok-kelompok yang tercipta di masyarakat
daerah lebih karena persaingan ekspresi
komunalisme kelompok

Keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan
pemerintah yang berupa peraturan perundang-
undangan yang terlihat setengah-setengah dalam
memberikan ruang politik bagi masyarakat daerah.

rlt-r
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Sebaeai contoh produk perundang-undangan
pemerintahan daerah dari dulu sampai sekarang
memperlihatkan kecenderungan kuat superioritas
negara (pemerintah pusat). Contoh lainnya,

UU No.
32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan.Daerah,
Khususnya Pasal 59 Ayat (1) menyebutkan peserta

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
adalah pasangan calon yang diusulkan secara
berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai
politik. Pasal ini sebenarnya secara sistematis
menghambat kemandirian masyarakat daerah dalam
hal mengajukan pasangan

calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah di

luarkepentingan partai politik.

Konstruksi sejarah politik di Ievel lokal di atas
melemahkan perkembang an civil socielydi daerah-
daerah. Suwondo (ZND, mengemukakan faktor lain
yang juga menjadi sebab melemahnya
perkembangan civil society,yaitu (1) tidak adanya
kelas menengah yang independeni (2) lemahnya
LSM dalam memberdayakan civil societykarena
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ketergantungannya yang besar terhadap sumber
dari luari (3) pers yang terus ditekan lewat ancaman
pencabutan SIUPP; (4) cendekiawan yang mencari
aman dan besarnya gejala sekterian pada diri para
cendekiawan (Hikam, 1996); (5) rakyat takut untuk
mengembangkan dirinya dalam berpolitik.

tl3--l
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Di samping itu, pada aras lokal muncul nilai-nilai
budaya yang tidak mendukung perkembangan civil
society. Seperti munculnya kebiasaan untuk tidak
berani bertanya, mengeluarkan pandangan, dan
melakukan protes baik kalangan rnasyarakat biasa
sampai kaum intelektual merupakan budaya yang
mendasari terpun:knya civil society(Suwondo, mD.

Oleh karena itu, pembangunan civil society
dalam masyarakat daerah menjadi hal yang urgen
untuk penyeimbang perkembangan proses

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
secara

langsung yang berprinsip demokratis. Civil
s oci e ty sebaga i penye imbang dalarn arti kekuasaan
dan kedaulatan masyarakat daerah dalam
menciptakan pemimpin lokal yang memiliki
kapabilitas dan aspiratif. Apalagi realitas perjalanan
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini
menunjukkan posisi pemimpin lokal (kepala daerah)
sangat berperan dalam rangka mengoptimalkan
kinerja penyelenggaraan perRerintahan daerah,
melalui perumusan dan penetapan kebijakan-
kebijakan pemerintah daerah yang berdasarkan
akuntabilitas dan profesionalisme melayani
kepentingan masyarakat di daerah. Hal lainnya
pemerintah daerah membawahi wilayah daerah kota
dan wilayah daerah desa yang cukup luas, serta
keragaman budaya dan struktursosial di masyarakat.

fssl
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Penutup

Pemilihan kepala daerah dan wakilkepala daerah
secara langsung merupakan sebuah harapan bagi
masyarakat daerah yang mendambakan proses
pemilihan yang lebih menjamin keterwakilan

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
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kepentingan masyarakat daerah, tetapi harapan itu
bisa saja kandas

karena pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah secara

langsung
menghasilkan pemimpin lokal yang tidak memiliki
akuntabilitas dan tidak aspiratif. Realitas ini terjadi
karena adanya masalah di dalam masyarakat daerah
sendiri, seperti masalah ketidaksiapan bangunan
civil society.

Civil society yang belum terbangun di
masyarakat daerah (mengalami surut), yang
dikarenakan pemberdayaan civil society
dihadapkan pada superioritas negara melalui politik
pengllasanya, yang dapat menjebak pada
menguatnya intervensi negara dalam masyarakat
daerah dibandingkan pemberdayaan dari
masyarakat daerah itu sendiri, sehingga akhirnya
menggiring masyarakat daerah tidak mandiri atau
tidak independen dan selalu daiam aras
kepentingan kelompok komunal, yang berimbas
pada ketidakmampuan menggagas pemimpin politik
lokal yang aspiratif dan pluralistik.

Lgl I
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Konsekuensi dari kondisi civil societyseperti
ini, walaupun difasilitasi mekanisme pilkada yang

berprinsip demokrasi, hanya akan melahirkan
se.orang

kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang

otciritarisme dan menjaga jarak terhadap
kepentingan masyarakat daerah,

Kepala daerah dan

wakil kepala daerah
ini, hanya akan melayani dan
mengakomodir kepentingan kelomBok komunalnya
dan kepentingan materialisme.

l-lsl
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'f,:5o

Eatatan
Tak Sistematis

q2 eberapa catatan poin penting tentaflg
15 pemilihan kepala daerah langsung (pilkada)
f#g disampaikan pada diskusi di rumah makan
Astakona Banjarmasin adalhh sebagai berikut.

Pertama, pilkada merupakan salah satu sistern
pemilihan seorang

kepala daerah dan wakil kepala
daerah secara

langsung yang berdasarkan

UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, sistem pemilihan maksudnya adalah
adanya

seperangkat metode untuk menentukan
seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang

diperolehnya melalui cara pemberian suara dan
perhitungan suara.

Ketiga, narRun karena sistem pemilihan,

biasanya diatur dalam peraturan perundang-
undangan, yang setidak-tidaknya mengandung 3
(tiga) variabel pokok, yaitu penyuaraan (balloting),

l-lz-t

Tak Sistematis

distrik pemilihan (electoral district), dan formula
pemilihan, Penyuaraan dimaksudkan dengan tata
cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam
memberikan suara. Daerah pemilihan dimaksr.rdkan
dengan ketentuan yang mengatur berapa daerah
di masyarakat untuk setiap daerah pemilihan.
Formula pemilihan dimaksudkan dengan rumus

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
https://mafiadoc.com/buku-psppdf-staff-uny_5a2b35c91723dd0fdc90ed31.html
https://alhanisberbagiilmu.blogspot.com/2012/12/makalal-tentang-apa-itu-politik.html
https://jodfisipunbara.files.wordpress.com/2012/07/9-hardinata-oke-hal-40-44.pdf


file:///D/...si%205%20Buku)/originality%20report%208.6.2020%2020-22-47%20-%20SKETSA%20POLITIK%20PILKADA%20KALSEL.pdf.html[11/07/2020 09:35:42]

id: 72Plagiarism detected: 0,05% http://dpr.go.id/dokjdih/document/u... + 8 resources!

id: 73Plagiarism detected: 0,05% http://dpr.go.id/dokjdih/document/u... + 8 resources!

yalg digunakan untuk menentukan siapa yang
memenangkan daerah pemilihan.

Keempat, sisi positif dari pilkada sebagai sarana
legitimasi masyarakat daerah terhadap seorang
kepala daerahl sebagai sarana menciptakan
seorang kepala daerah yang memputyai kapab'ilitas
dan tanggungjawab terhadap masyarakat daerahi
sebagai sarana menguatkan keterwakilan
masyarakat daerahi sebagai cara meningkatkan
citra legislatif daerahi sebagai cara meningkatkan
stabilitas pemerintahan daerahi sebagai sarana
demokratisasi di daerah, dan lain-lain.

Kelima, menurut Salam (2004), bagaimanapun
juga

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah secara

langsung hanya dapat memuaskan
bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis, di
mana rakyat dapat secara langsung memilih kepala
daerah yang terbaik menurut selera pemilih.
Persoalannya adalah apakah proses ini dapat

[3q]

Skesa Politik Pilkada Kalsel 

-
menyelesaikan problem-problem di daerah?
Misalnya seperti, (1) Apakah pilkada secara
langsung akan dapat menghasilkan kepala daerah
yang terbaik? (2) Apakah problem korupsi di daerah
dapat dikurangi seminimal mungkin? (3) Apakah
pelayanan masyarakat, keadilan masyarakat dan
demokratisasi dalam pelaksanaan pemerintahan
daerah dapat terwujud s€cara langsung? (4)
Apakah kemakmuran daerah dapat terjamin melalui

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
secara

langsung?

Keen am, perspektif teoritis demokrasi, pilkada
sebenarnya hanyalah bangunan di tingkat supra-
struktur politik yang menjamin penyelenggaraan
proses pemilihan kepala daerah secara langsung
yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi,
seperti jujur, bebas, dan adil. Pilkada ibarat sistem
pemilihan yang merupakan salah satu tiang

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
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penopang bangunan atas demokrasi. Tiang
Benopang bangunan atas lainnya, yaitu partai politik,
dan perwakilan rakyat. Sedangkan bangunan
bawahnya adalah infrastruktur politik atau
masyarakat politik di daerah itu sendiri.

Ketujuh, namun sebenarnya bangunan
suprastruktur pilkada memiliki beberapa problem
pada saat permulaannya. seperti kenyataan

rrl:

Catatan Tak Sistematis

terjadinya politik sentralisasi pada partai politik di
daerah-daerah, di mana rekruitmen calon kepala
daerah lebih banyak diputuskan oleh partai politik
pusat. Problem lain, yaitu dominannya partai politik
dalam seleksi calon kepala daerah, di mana tidak
diperkenankannya calon kepala daerah yang
berasal dari organisasi masyarakat berdasarkan
UU yang ada.

Kedelapan,kebiasaan dalam politik sentralisasi
di parpol berimbas dengan melemahnya isu-isu
atau problem-problem di masyarakat lokal yang
dijadikan referensi oleh calon kepala daerah.

Kesembilar, apalagi sistem distrik dalam
pilkada pada era ptr]tipartai politik hanya akan
memperlihatkan terjadinya dominasi partai politik
berupa munculnya fenomena-fenomena koalisi
parpol dalam mendukung seorang calon kepala
daerah.

Kesepuluh, masyarakat politik ibarat rumah
persemaian bagi prinsip-prinsip demokrasi.
Sehingga dapat dibayangkan apabila prinsip-
prinsip demokrasi tanpa rumah persemaiannya.
Artinya, prinsip-prinsip demokrasi melaiui proses
pilkada sangat memerlukan rumah persemaiannya
untuk berkembangnya tanaman demokrasi.

llql

Skeba Politik Pilkada Kalsel.

Kesebelas, realitas politik kondisi masyarakat
daerah pasca Orde Baru memperlihatkan proses
pembentukan kelembagaan dan kelompok di
masyarakat daerah terbelah menjadi beberapa
segmentasi wilayah ruang publik. Sehingga
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proses itu ternyata hanya menghasilkan
kelembagaan atau kelompok masyarakat daerah
yang tersegmentasi ke dalarn kepentingan
komunal, kepentingan materialisme, dan
kepentingan penguasa.

Keduabelas, pada aspek kepentingan
komunal, seorang kepala daerah dan wakil kepala
iaerah yang terpilih hanya akan tunduk Bada
lcelompok komunalnya, dikarenakan mereka
merasa terpilih atau menang didukung oleh
ke,lompok tersebut.

Ketigabelas, pada aspek kepentingan
materialisme, seorang

kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang

terpilih berdasarkan'politik
uang' yang dirnainkannya pada saat pemilihan
tersebut, allan secara otomatis berusaha untuk
mengembalikan uangnya yang keluar melalui
praktik-praktik korupsi di daerah.

Keempatbelas, secara umum, kepentingan
komunal dan kepentingan mater.ialisme ini akan
menciptakan diskriminasi politik bagi kelompok

r rll

Ca tatan Tak S:iitem atis

masyarakat lain, sehingga secara langsirng
sebenarnya akan meniadakan atau menghilangkan
kepentingan masyarakat umurn.

Kelimabela,s, kesimpulan dalam pilkada ini,
persoalan infrastruktur politik masyarakat daerah
perlu dibenahi secara perlahan agar proses pilkada
yang berprinsip demokratis ini menghasilkhn
pemimpin lokal yang benar'baru' dan aspiratif bagi
masyarakat daerah.

ug'l

f

Skets a Po I i tik Pi lkada. Kalsel

t"-y,t

I(etegangan Politik

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
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-,r'lenggunaan istilah ketegangan politik ini, hanya( It untuu menggambarkan adanya hubungan
iHeraksi negatif yang meningkat, namun berakhir

dengan damai atau tanpa gejolak pertentangan yang

menjurus pada konflik fisik' Ragam ketegangan politik

yang diuraikan, meliputi ketegangan politik antara

Komisi Pemilihan UmumDaerah, Panitia Pengawas

Daerah, dan pasangan calon gr'rbernur/wakil
gubernur, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada pilkada calon gubernur/wakil gubernrrr

Kalimantan Selatan tahun 2005, sempat terjadi
ketegangan politik antara Komisi Pemilihan Umum

Daerah, Panitia Pengawas Daerah, pasangan calon

gubernur/wakil gubernur, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dalam hal sosialisasi atau kampanye

dan foto calon gubernur/wakil gubernur, serta
penyampaian visi-misi dan program.

IEJ

K e tegaagan Poli tik Cag u b

Pertama,realitas politik ini bermula dari adanya
fenomena baliho pasangan calon-calon gubernurl
wakil gubernur Kalimantan Selatan sebelum kegiatan
sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan
Selatan. Yang tak berapa lama kemudian Komisi
Pemilihan Umum Daerah meyelenggarakan tahapan
sosialisasi pilkada Kalsel tahun 2005. Tujuan dari
kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan
pasangan calon gubernur/wakil gubernur. Kegiatan
ini diatur secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan dengan dikeluarkannya
Su-at Keputusan Norncr 270l063-l(9IVlPU/kov2O0S
tanggal 30 April 2005. Akibat dari kegiatan ini sempat
menimbu[ an kesalahpahaman antiara Komisi Pemilihan
Umum Daerah sebagai penyelenggara pilkada di satu
pihak dengan Panitia Pengawas Daerah sebagai
pengawas pilkada di lain pihak.
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Namun sosialisasi ini tetap berlangsung
meskipun diiringi dengan polemik yang
berkepanjangan di media massa, kegiatan
sosialisasi ini dimulai sejak ditetapkannya pasangan
calon gubernurlwakil gubernur tanggal 2B April
2005, kemudian berakhir tanggal 12 Juni 2005.

Pokok persoalan ketegangair politik ini sebenarnya
pada fenomena baliho calon-ealon gubernur/wakil
gubernur sebelum penetapan sosialisasi oleh KPUD.

t_11 I

L

Skersa Politik Pilkada Kalsel

Sehingga menyebabkan munculnya tafsir yang
berbeda antara KPLID dengan Panwasda. Tafsir Komisi
Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalsel mengenai
fenomena baliho calon-calon gubernur/wakil gubemw
tersebut bukanlah mencuri start kampanye, tapi
disebut sebagai sosialisasi calon gubernur/wakil
gubernur kepada masyarakat, alasannya foto baliho
calon gubernur/wakil gubernw tersebut tidak memuat
nomor calon gubemdwakil gubernur tersebut.

Sementara tafsir Panitia Pengawas Daerah Kalsel

menyebutkan bahwa fenomena baliho tersebut
sebagai bentuk kampanye, apalagi sosialisasi yang

dimaksudkan oleh KPUD tersebut tidak diatur didalam

Undang-Undang sehingga tidak perlu dilaksanakan.
Apabila dilaksanakan bentuknya tidak beda dengan
kampanye, sehingga fenomena baliho itu dapat
dikategorikan mencuri s/arf karnpanye. Selain itu,
fenomena baliho calon gubemdwakil guberrur tersebut
memuat gambar calon dan slogan misi calonnya.

Kemudian salah satu anggota Komisi Pemilihan
Umum Daerah, Muhammad Ramli dalam hal ini
menjelaskan Bada acara diskusi di rumah makan
Astakona tahun 2005, bahwa persoalan sosialisasi
ataupun kampanye baliho pasangan calon-calon
gubernur/wakil gubernur tersebut harus dipahami
secara bijaksana, di mana baliho itudibuatolehcalon-

rEJ

K etegangan Poli ti k Cagu b
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calon guberndwakil gllbernur dengan dana yang
besar sehingga apabila diturunkan akan menimbulkan
reaksi negatif dari para calon-calon tersebut.

Sernentara pengamat hukum Prof. Dr. Samsul
Wahidin, menjelaskan dari aspek sosiologi hukum
bahwa fenomena baliho calon-calon gubernur/wakil
gubernur itu diserahkan saja ke masyarakat, di mana
apabila masyarakat pemilih menerima saja
keberadaan baliho itu maka baliho itu tetap dianggap
sebagai sarana sosialisasi.

Memang realitasnya pemasangan baliho di pilkada
tersebut dilakukan secara optimal oleh pasangan
calon-calon gubernur/wakil gubernur. Lihat saja dari
banyaknya baliho yang dipasang, ukurannya sarnpai
dengan hasil produknya sangat bagus, yang tentunya
baliho ini dibiayai dengan dana yang besar.

Namur respon dari beberapa Panwasda yang ada
di Kalimantan Selatan cukup beragam dalam fenomena
baliho calon-calon ini. Misalnya, pada saat sosialisasi
Panitia Pengawas Daerah Kalsel untuk Kota
Banjarmasin tetap melakukan penertiban dan berhasil
mengumpulkan 194 baliho dari pasangan calon
gubemdwakil gubernw (Kalimantan Pos, 2 Jurii 2005).

Kedua,ketegangan politik antarpasangan calon
guberndwakil gubernur Kalsel, dan KPUD sebagai
media penyalur komr-rnikasi antarcalon tersebut.

Lls 1

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

Kronologis peristiwa, bermula dari asumsi pada
umumnya foto pasangan salon gubernur/wakil
gubernur mengenakan pakaian sipil resmi bahkan
urnumnya lengkap dengan peci hitamnya. Kecuali
foto calon pasangan nomor urut 5, yakni foto calon
wakil gubernurnya yang satu- satunya mengenakan
pakaian sehari-hari jubah dan kopiah haji.

Pasangan calon gubernur/wakil gubemur yang lain
sempat protes, sehingga Komisi Pemilihan Umum
Daerah Kalsel memberi saran agar yang bersangkutan
juga mengenakan pakaian sipil resmi. Namun yang
bersangkutan mengatakan bahwa itulah pakaian
resminya sehari-hari. Oleh karena tidak ada aturan
secara detil pakaian resmi seseorang calon, maka
akhirnya penampilan pakaian calon wakil gubernur
dengan nomor urut 5 tersebut, tetap diperbolehkan
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oleh KomisiPemilihan Umum Daerah Kalsel.

Ketisa,ketesawan politik berikutnya antara Komisi
Pemilihan Umum Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kalsel, yaitu bermula daripenetapan
bentuk kampanye yang dijadwalkan. Kampanye
tersebut meliputi kampanye bersama dalarn bentuk
penyampaian visi misi dan programpasangan calon
gubernur/wakil gubernur dihadapan sidang paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel,
kemudian rapat umum, pertemuan terbataVtatap muka,

I rz-l

Ketegngan Poliak &gub

dialog, dan diakhiri dengan kampanye ke masyarakat,
sesuai jadwal kampanye yang masing-masing calon
mendapat kesempatan gitiran sebanyak 2 (dua) kali
datam satu zona/wilayah kampanye.

Pada kegiatan kampanye bersama yang
dijadwalkan tanggal 13 Juni 2005, sempat terjadi
keadaan tidak menentu, yaitu dilaksanakan atau
tidak, karena adanya permintaan Ketua Komisi A
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel
agarKomisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalsel
lebih dulu mengirimkan copy persyaratan para
calon yang akan menyampaikan kampanye.

Hal ini dikarenakan amanat Undang-Undang
No. 32 Tahun 2OO4 dan PP No. 6 Tahun 200b
menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai pengontrol, sehingga kami tidak ingin
memberikan legalitas kepada para calon gubernur/
wakil gubernur saat menyampaikan visi misinya,
kalau Komisi Pemilihan Umum Daerah belum juga
memenuhi permintaan tersebut.

Alhasil, meskipun terselenggara pelaksanaan
kampanye dihadapan sidang paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat daerah Kalsel, namun diwarnai
interupsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
walauptn diketahui berdasarkan PP No. 6 Tahun 20O5,
interupsi tidak dibenarkan (Barito Pos, 14 Juni 2006).

t-ls I

Skeca Politik Pilkada Kalsel

s2"',o

Inileuendensi



file:///D/...si%205%20Buku)/originality%20report%208.6.2020%2020-22-47%20-%20SKETSA%20POLITIK%20PILKADA%20KALSEL.pdf.html[11/07/2020 09:35:42]

id: 75Plagiarism detected: 0,04% http://dpr.go.id/dokjdih/document/u... + 5 resources!

Plnuuasda

"Panitia pemilihan umum ibatat anaktiri dari 
perseliagkuhan

t *uiai, aknya rugas kwaiibannya dirung sedanghak-halaya
iaoa*an, apatatt panwasda bemasib sama?"

ln egitrt meriah semua orang membicarakan-/Ai.n*unai 
pemilihan secara langsung kepala

Gr"npada tahun 2005, sepertinya pilkada dengan

metode langsung meniadi idola' yang sekaligus

pengobat kekecewaan masyarakat terhadap

metode sebelumnya yang dianggap mengabaikan

kepentingan rakyat banyak'

Begitu semaraknya wacana pilkada' yang

,"p"rrinyu melupakan lembaga penting lainnya'
yang sebenarnya lembaga ini akan membuat
p".liftun kepala daerah meniadi fair play dan

"urunu 
legitimasi bagi calon kepala daerah yang

terpilih, yaitu lembaga panitia pengawas daerah'

rE-l

Independensi Panwasda

Dalam UU No. 32 Tahun 2003 tentang
Pemerintah Daerah, menyebutkan pada Pasal 66
Ayat (4), panitia pengawas pemilihan mempunyai
tugas dan wewenang, yaitu: a) mengawasi semua
tahapan penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah 

'

dan wakil ke
pala daerahi b) menerima laporan
pelanggaran peraturan perundang-undangan
pemilihan kepala daerah dan dan wakil kepala
daerah; c) menyelesaikan sengketa yang timbul

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
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dalam penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala

daerah; d) meneruskan temuan
dan traporan yang tidak dapat diselesaikan kepada
instansi yang berwenang; dan e) mengatur
hubungan koordinasi antarpanitia pengawasan pada
semua tingkatan.

Berdasarkan pasal tersebut, berarti lembaga
resmi yang melakukan pengawasan terhadap
pemilihan kepala daerah adalah panwasda bukan
lembaga lainnya. Atau bukan lembaga panwaslu
yang dulunya adalah lembaga pengawas pemilihan
anggota legislatif dan presidenlwakil presiden.

Dilihat dari proses pembentukannya,
panwasda merupakan lembaga yang dibentuk oleh
DPRD setempat. Di beberapa daerah yang ada di
Provinsi Kalimantan Selatan memang kemungkinan
dalam pembentukan panwasda ada 2 skenario

t-ts I

t

Skeua Politik Pilkada Kalsel

yang terjadi. Pertama, pembentukan panwasda
secara seleksi ulangi dan kedua, pembentukan
panwasda langsung diambil dari anggota panwaslu
yang lalu.

Kedua skenario pembentukan panwasda di atas
memang mengandung beberapa resiko atau
implikasi bagi kehidupan politik. Skenario pertama
pembentukan panwasda tentunya sesuai dengan
amanat UU Otonomi Daerah yang baru ini dan lebih
menjamin rasa adil bagi masyarakat karena adanya

upaya rekruitmen yang kompetitif. Namun
sebenarnya, skenario ini memiliki beberapa
konsekuensi seperti akan adanya biaya yang besar
dan diperlukannya waktu yang lama.

Sedangkan skenario kedua yang terjadi dalam
pembentukan panwasda, tentunya tidak sesuai
dengan amanat UUotonomi Daerah yang baru, juga

tidak menjamin rasa adil bagi masyarakat untuk
terlibat dalam proses kehidupan politik lokal.

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf


file:///D/...si%205%20Buku)/originality%20report%208.6.2020%2020-22-47%20-%20SKETSA%20POLITIK%20PILKADA%20KALSEL.pdf.html[11/07/2020 09:35:42]

Walaupun skenario ini prosesnya cepat dalam
pembentukan dan terdiri atas orang-orang yang
berpengalaman.

Selain persoalan skenario dalam pembentukan
panwasda dan persoalan lainnya, sebenarnya
DPRD sendiri tidak memiliki pengalaman soal
pembentukan panitia pengawas daerah ini. Karena

lEr

Indepeadensi Panwasda

ini baru pertama kali DPRD memilih orang luar partai
mereka. Sehingga dapat saja DPRD terjebak pada
kepentingan partai politik atau terjebak pada
ketidakmampuan memahami keberadaan
pentingnya keberadaan panitia pengawasan pilkada
dalam rangka menjamin rasa adil tersebut.

Melihat dari sarat muatan politik dalam perilaku
anggota DPRD bisa saja terjadi deal-deatpolitik
dalam penyusunan anggota panwasda tersebut.
Apalagi tiap partai politik yang ada telah terkotak-
kotak ke dalam calon-calon kepala daerah.
Seandainya ini terjadi, maka dapat dibayangkan
dalam proses pembentukan panwasda akan
terjadi gesekan-gesekan kepentingan antarpartai
untuk mencari calon anggota panwasda yang
koperatif , sehingga hasilnya o u tp u t DPRD hanya
mampu melahirkan anggota panwasda yang
penurut atau tidak galak.

Sebenarnya DPRD dapat belajar dari
pengalaman lalu kinerja panwaslu, panwaslu ibarat
anak tiri dari perselingkuhan kekuasaan, satu sisi
dituntut masyarakat akan tugas dan kewajibannya,
tapi sisi yang lain hak-hak kesejahteraannya
diabaikan oleh pihak pemerintah dengan alasan
"maklum baru melaksanakan pemilu demokratis
sehingga jangan terganggu hal sepele".

LEI

tr

Skexa Politik Pilkada Kalsel

Apakah panrvasda bernasib sama dengan
panwaslu, hanya dianggap sebagai pelengkap dari
perhelatan pesta kekuasaan yang sarat kepentingan-
kepentingan? Apalagi realitas yang terjadi, di mana
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panwasda dibentuk setelah waktu pemilihan kepala
daerah. Jadi, esensi panwasda sebagai panitia
pengawas terlewatkan karena tidak optimal
mengawasi proses jalannya pemilihan, seperti proses
verifikasi calon, dan proses kampanye terabaikan.

Padahal dalam proses verifikasi calon bisa saja
terjadi pelanggaran-pelanggaran administratif,
seperti data calon yang tidak lengkap, dan lain-
lain. Kemudian dalam proses kampanye calon
kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran,
seperti waktn kampanye, pemakaian mobil dinas,
dan lain-lain. Apalagi jika pelanggaran-pelanggaran
ini dilakukan oleh pejabat-pejabat birokrasi, yang
tentu dalam prosesnya memerlukan waktu untuk
penyelesaian dan biaya.

Calon-calon kepala daerah yang berasal dari
birokrasi tentunya akan sangat menyulitkan
panwasda untuk memantau penggunaan fasilitas
negara, karena jaringan kekuasaan yang kuat
untuk menutup kasus itu dan menyandera
pelanggaran-pelanggaran mereka dalam
kerangkeng kekuasaan.

IEJ

Independensi Panwasda

Melihat kenyataan-kenyataan politik yang
akan terjadi, tidak seharusnya pemilihan kepala
daerah berjalan tanpa ada pengawasan lembaga
yang benar-benar independen, yang dapat
menjamin rasa adil bagi masyarakat daerah.
Sehingga hasil pilkada dengan biaya yang besar
tidak hanya melahirkan sebuah kekecewaan lagi.

Mudah-mudahan para elit lokal (DpRD dan
PEMD$ tidak mudah terkontaminasi bahasa "asal
terselenggara, maklumlah pilkada pertama",
Soalnya apabila terkontaminasi bahasa ini, dapat
dibayangkan pilkada hanya sebuah proses
penipuan terhadap kepentingan publik dan tenturya
berimbas pada akan lahirnya seorang kepala daerah
yang jauh dari aspirasi rakyat. Apakah panwasda
nantinya dapat independen?

Lll I

slcaa Politik Pilbda

f.rot-
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Galon Independen

/aascapengumuman calon gubernur dan wakil
( lteri.rnur Kalsel tahun 2004, memunculkan
E6ristiwa tuntutan baru dari masyarakat. Tuntutan

tersebut menginginkan agar calon gubernur dan
wakil gubernur tidak hanya berasal atau diusung
oleh partai politik, tetapi iuga oleh kelompok-
kelompok yang ada di masyarakat. Tuntutan ini lebih

dikenal dengan istilah'calon independen'.

Tuntutan calon independen ini muncul karena
didasari beberapa hal, yaitu sebagai berikut.
Pertama, adanya asumsi partai-partai politik yang

ada di Kalsel, kurang merespon dan akomodatif
terhadap keinginan beberapa kelompok di
masyarakat mengenai kriteria calon gubernur atau
wakil gubernur tahun 2005. Partai politik cenderung
tertutup bagi opini masyarakat luar, lebih banyak
opini individu partai politik. Selain itu, konvensi

fsE

Calon Independen

partai politik cenderung dilakukan di tempat-tempat
mewah dan tertutup, seperti hotel, sehingga
masyarakat bawah cenderung enggan untuk hadir.

Kedua, berawal dari cukup tingginya kuota bagi
partaipotitit untuk dapat *"n.utont rnLubernur dan
wakil gubernur, sehingga cukup menutup
kesempatan bagi calon-calon lain. Selain itu, UU
pemilu pada waktu itu tidak mengatur tentang
keberadaan calon independen.

Namun, tuntutan calon independen ini mulai
menurun ketika pasal yang mengatur kuota bagi
partai politik dalam mencalonkan gubernur dan
wakil gubernur direvisi. Hasil revisi ini cukup
memberikan peluang bagi kemunculan calon-calon '

lain, dan bagi partai-partai politik gurem mempunyai
kesempatan untuk mengajukan calon gubernurnya.

Ditirfau dari segi teoritis politik, seperti Gabriel
A. Almond, yang mendeskripsikan struktur tatanan
politik kelompok dan kelembagaan politik dengan
pembagian fungsi dan posisi. menjelaskan bahwa
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partai politik diplof sebagai agen resmikelembagaan
negara dan kelompok-kelompok sebagai pengontrol
dan penyalur kepentingan masyarakaL

Apabila fenomena calon independen. tersebut
dianalisis menggunakan kerangka teoritis Gabriel A.
Almond, maka keinginan uttuk memuncr_rlkan calon dari

L_tr]

Skeaa Politik Pilkada Kalsel

Iuar parpol atau calon berasal dari kelompok
masyarakat (calon'independen) sebenamya tidak
relevan atau tidak sesuaidengan teoritis yang berlaku.
Karena hanya partaipolitik yang menjadi jembatan
penghubung antara kepentingan masyarakat dengan
kelembagaan legislatif. Partai politik memang
dirancang sebagai wadah penyalur aspirasi
masyarakat yang resmi dalam kekuasaan negara.
Apalagi realitas ini didukung dengan eksistensi
individu partai politik yang menrpakan orang-orang
yang duduk di lembaga legislatif.

Sernentara'kelompok-ke lompok dalam
masyarakat berperan sebagai kelompok
kepentingan atau kelompok penekan, yang
fungsinya untuk mengontrol kineria kelembagaan
negara tersebut. Sebagai sebuah kelompok-
kelompok di masyarakat, keberadaannya sangat
penting dalam rangka menyuarakan aspirasi
masyarakat melalui jalan tekanan dan demonstrasi.

Sehingga, ketika kelompok-kelompok ini
berubah menjadi ikut ambil bagian dalam politik
kekuasaan negara dengan upaya mendudukkan
orang atau calon, maka dapat dibayangkan akan
terjadi kekacauan tatanan politik dikarenakan semua
kelompok dan lembaga bersaing berebut kekuasaan.
Apabila hal ini terjadi, maka hasilnya hanya akan
memperburuk suasana dan peperangan kelompok.

r sz-J

Calon In&penden

Dari sudut lain, keterlibatan kelompok masyarakat
dalam pengajuan calon peserta pilkada, berdampak
pada kurang mendorong perkembangdn partai politik
ke arah modern, dan melemahnya hubungan partai-
partai politik dengan masyarakat, sehingga lama-
kelamaan partai politik colaps karena mengalami
keropos dan kebangkrutan pemilih.
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Saat ini salah satu wilayah yang menerapkan
calon independen adalah daerah provinsi Aceh.
Calon independen ini diterapkan dalam rangka
otonomi khusus di Aceh. Namun realitas calon
independen kurang bernuasa fair pty, di mana
calon independen ini terlibat kasus penyalahgunaan
data pemilih- KTP pemilih yang diaiukan sebasai
petisi dukungan banyak yang kadaluarsa dan
tumpang tindih dengan dukungan tainnya.

Peristiwa di Aceh ini menunjukkan penerapan
calon independen dalam pilkada bukan suatu
persoalan yang sederhana, karena diperlukan
dukungan database penduduk yang komplit dan
pengawasan ketat bagi jalannya proses pitkada,
agar penerapan calon independen ini benar-benar
menghasilkan demokrasi di masyarakat.

Namun yang terpenting dar"i peristiwa
kemunculan tuntutan calon independen di atag agar
dimaknai lebih dalam dengan tindakan perbaikan,

Lrl

Sk*a Politik Pilkda KaIseI 

-yaitu adanya upaya untuk memodernkan partai
politik dan keharusan bagi partai potitik untuk
melakukan konvensi secara lebih transparan
terhadap caton-calon yang dipilihnya.

Proses konvensi dilakukan melalui debat publik
di kelompok-kelompok masyarakat dan proses itu
diliput media elektronik rnaupun media massa
sehingga semua lapisan masyarakht dapat
menyaksikan bahwa calon ini memang merniliki
kualitas individual dan layak urntuk dipilih. Proses ini
rnemperbaiki citra partai politik sebagai kendaraan
politik bukan kendaraan uang bagi para calon.

IEJ

Sketsa Polirik Pilkada Kalsel

f -i-17
Transparansi

Fit And Propertest

,l eluruh daerah di Kalimantan Selatan,rr
-) 
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menyelenggarakan proses pemilihan kepala
'daerah secara langsung (pilkada), yang menurut
data awal yang terhimpun sekitar 176 daerah yang
ada di Indonesia akan menjalani proses pilkada
tersebut, berdasarkan

Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah,

Pasal 59 Ayat (3),
menyebutkan

partai politik atau gabungan partai
politik wajib membuka kesempatan seluas-luasnya
bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi
syarat penealonan dan selanjutnya memproses
bakal calon tersebut dengan mekanisme demokratis
dan transparan.

Kemudian Ayat (6) menyebutkan, partai politik
hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan
pasangan itu tidak dapat diusr-rlkan lagi oleh partai

rEJ

Tnnspransi Fit aad hopttst

politik atau gabungan partai politik lain. Pasal lain
hasil revisi Mahkamah Konstitusi, menyebutkan
partai politik yang dapat mengusulkan bakal calon
kepala daerah, yaitu partai politik yang memiliki 15
p€ irsen dari jumlah kursi di Dewan Perwakitan
Rakyat Daerah.

Merujuk pada pengaturan pasal di atas, maka
suatu kewajiban baru bagipartai-partai potitik uttuk
melakukan atau menerapkan mekanisme
demokratis dan transparan dalam memproses
bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Persoalannya, mekanisme apa yang diterapkan
oleh partai Bolitk untuk rnenentukan atau mengusung
calon kepala daerah/wakil kepala daerah? Khusus
mekanisme partai politik ini, Awaluddin (2005)
mengemukakan bahwa mekanisme dapat menjadi
pemicu terjadinya konflik, apabila mekanisme yang
diterapkan partai politik dalam penyeleksian bakal
calon sangat tertutup sehingga akibatnya menutup

https://mafiadoc.com/buku-psppdf-staff-uny_5a2b35c91723dd0fdc90ed31.html
https://www.konfrontasi.com/content/ragam/perkuat-koordinasi-keamanan-laut-bakamla-gelar-forkor-di-lombok
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kemunculan perseorangan dari orang luar, apalagi
orang luar ini mendapat /raas besar di masyarakat.

Saat ini salah satu mekanisme penyeleksian bakal
calon, yang dilakt{ an beberapa partai politik di hovinsi
kafetAaUm menentukaR bakal calon gubernur/wakil

*:** adalah menggunakan mekanisme lit and

LTTI

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

propertest. Persoalannya apakah mekanisme ini cukup
efektif untuk menjamin kualitas bakal calon atau
stabilisasi partai politik yang ada di daerah-daerah
Provinsi Kalirnantan Selatan?

Secara umum diketahui, dalam perspektif
teoritisnya, mekanisme fit and properlesl seorang
calon merupakan salah satu rangkaian mekanisme
seleksi yang paling akhir dilakukan dalam
penetapan calon tersebu, sebelumnya dilakukan
rekniitmen bakal calon. Proses awal dan akhir ini
dilakukan agar nantinya calon yang terpilih benar-
benar berkualitas dan punya kemampuan untuk
melakukan tugas dan fungsinya.

Kemudian mekanisme fit and propertesf selama
ini banyak dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
pusat datam menentukan pejabat-pejabat lembaga
negara, seperti MA, MK, KPU, dan lain-lain. Fit and
properte s t yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat pusat ini melalui jalur terbuka di masyarakat
dengan proses awal pengumuman penawaran di
setiap media massa maupun media elektronik,
sehingga masyarakat berkesempatan untuk
mengikutinya, kemudian setelah itu dilakukan
proses seleksi fit andpropertestyang juga terbuka
melaluimedia massa dan media elektronik.

r EsJ

t

Transparansi Fit and Propeftest

Tentunya sangat baik apabila mekanisme fit and
propertestini dilakukan dalam tubuh partai politik,
dalam seleksi bakal calon kepala daerah/wakil
kepala daerah. Hal ini perlu dilakukan oleh partai
politik untuk menunjukkan cirikhas sebuah partai
politik modern yang benar-benar representasi
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keterwakilan rakyat daerah.

Namun acapkali terlihat fit and propertesf yang
dilakukan oleh partai politik terhadap bakal calon
kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan
transparansi diiri proses awal dan tanpa
transparansi pada proses akhir. Ibaratnya partai
politik dalam menenLukan bakal calon kepala
daerah,/wakil kepala daerah itu lebih memilih
melakukannya dengan cara intervensi perlakuan
khusus, hal ini walaupun menjamin cepat selesai
proses tersebut tapi juga sangat rentan oleh
pembusukan yang juga cepat.

KecenderuRgannya, reduksi transparansi
seleksi yang dilakukan oleh partai politik ini
mengindikasikan adanya ketertutupan dalam
penetapan bakal calon kepala daerah/wakil kepala
daerah,'karena penyeleksian ini hanya membuka
transparansi pendaftaran, yang setelah pasangan
calon tersebut terkumpul, langsung diadakan uji
fit and propertest secara tertutup, dan hal ini

LEI I

Skesa Politik Pilkada Kalsel

sebenarnya secara tidak langsung berdampak
negatif bagi image masyarakat dan stabilisasi
cabang-cabang partai politik di daerah.

Sebagai contoh, salah satu image yang muncul,
yaitu keraguan atas kebenaran dilaksanakannya fit
and propertesftersebut, di mana dengan adanya
dominasi dalam fit and properteslitu oleh segelintir
orang-orang partai politik yang ada di provinsi, yang
cenderung mengkristal menjadi elitisme elit partai
politik terhadap bakal calon kepala daerah/wakil
kepala daerah tersebut, biasanya berakhir dengan
Eongkatikong.

Hal ini menjadi parah apabila ada kesan
mekanisme fit and propertesf hanya sebuah kedok
dagelan sandiwara kekuasaan, yang hanya
dilakukan untuk menutupi image miring masyarakat
terhadap partai politik. Sebenarnya partai politik
tersebut sudah memiliki calon kepala daerah yang
definitif dikarenakan asumsinya bakal calon kepala
daerah/rvakil kepala daerah ini sudah membantu
partai politik, dalam proses pemilihan umum
legislatif dan proses pemilihan presiden atau wakil
presiden sebelumnya.
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Posisi mekanisme seperti ini cenderung akan
menjebak partai politik menghadapi dilema pilihan
yang naif, berupa menjadikan fit and propertest

I qs:

t

Transparansi Fit and Propertest

sebagai pilihan antara mengedepankan
kepentingan partai politik atau mengedepankan
kepentingan pendidikan politik masyarakat daerah.

Narnun kemungkinan dalam mekanisme ini partai
politik terjebak pada kepentingan materialisme,
maksudnya seorang bakal calon kepala daerah/
wakil kepala daerah hanya dilihat pada berapa harga
(bayaran) seorang bakai calon kepala daerah/wakil
kepala daerah tersebut. Situasinya ibarat sebuah
lelang bakai calon kepala daerah/wakil kepala
daerah yang dilihat dari siapa yang jumlah
bayarannya paling besar atau banyak.

Hal ini berimplikasi negatif terhadap masyarakat
berupa terjadinya kebohongan dan penipuan publik
yang berkedok aspirasi masyarakat. Masyarakat
dihadapkan pilihan-pilihan bakal calon kepala daerah
yang tidak mendapat respon positif masyarakat. Dan
mungkin saja akhirnya nanti terjadi, seperti pemilihan
kepala desa di banyak tempat yang masyarakat
desanya iebih memilih kotak kosong dibandingkan
memilih calon-calon tersebut.

Selain itu, mekanisme tertutup seperti ini juga
rentan untuk stabilisasi partai politik yang ada di
cabang-cabang pengurus, dikarenakan calon-
calon dari mereka tidak ada yang jadi sehingga hal
ini dapat menyebabkan konflik internal berupa

Lqs I

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

cabang-cabang menggugat bakal calon yang
diajukan partai politiknya sendiri, atau para
pengurusnya hengkang dari partai politik, memilih
bergabung dengan partai politik pesaingnya bakal
calon kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut.

Oleh karena itu, sebaiknya partai politik dalam
melakukan seleksi bakal calon kepala daerahL/wakil
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kepala daerah, yang akan datang menggunakan
mekanisme yang lebih demokratis dan transparan dari
proses awal sampai proses akhir, agar nanti partai
politik tersebut memiliki citra dan kewibawaan
dihadapan masyarakatnya.

Sehingga hal pertama yang perlu dilakukan
partai politik adalah pertama, membuka kesempatan
pengajuan bakal calon kepala daerah/wakil kepala
daerah dari masyarakat dan dari cabang-cabang
partai politik. Kedua, pendaftaran bakal calon
tersebut ditentukan sesuai dengan batas waktu
yang tersedia. Ketiga, dilakukan tahapan
berikutnya, yaitu konvensi di partai politik. Terakhir,
dilakukan fit and propertest secara transparan.

r EZJ

Skesa Politik Pilkada Kalsel,

$"loyon

Dialog Publik?

t^^ecara teoritis diketahui, bahwa debat publikL-t,
F/baei pasangan calon pilkada merupakan
'salah satu bentuk kornunikasi politik si calon
dengan masyarakat pemilih. Sebagai komunikasi
politik para calon menggtmakan ajang tersebut
sebagai kampanye program-program pembangunan
yang akan dilaksanakan apabila terpilih nantinya.

Namun faktanya, debat publik ternyata belum
terlalu populer di kalangan masyarakat pemilih dan
calon. Program-program calon belum direspon
secara maksimal oleh masyarakat pemilih, dan
lucunya juga ada saja seorang calon kepala
daerah/wakil kepala daerah yang tidak ikut debat
publik, terpilih menjadi

kepala daerah dan wakil
kepala daerah di

salah satu kabupaten yang ada di
wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

rqsl

Dialog Publik?

Khusus di Kalimantan Selatan, debat publik
calon pemimpin di daerah dilaksanakan pada
tahapan jadrval kampanye. Hampir seluruh

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
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pasangan galon melakukan debat publik di
wilayahnya, masing-masing sesuai jadwal
kampanye yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum
Daerah yang ada di Kalsel.

Debat publik yang dilakukan pasangan calon
beragam bentuk, seperti melalui media elektronik,
yaitu televisi dan. radio. Selain itu, debat juga
dilakukan melalui tatap muka langsung (face to face)
dengan kalangan tertentu di masyarakat Bemilih.

Debat publik pasangan calon pilkada hampir
tidak banyak dilakukan di perguruan tinggi. Para
pasangan calon pilkada sepertinya alergi untuk
datang ke kampus. Alasan rasionalnya mungkin
kampus bukan tempat para pemilih yang strategis
sehingga dengan kondisi seperti ini para pasangan
calon pilkada kurang berminat untuk melakukan
debat publik di kampus-kampus.

Memang kalau dilihat dari visi, misi, dan program
calon pilkada menunjukkan keseriusan dalam
pembangunan daerah apabila nantinya menjabat
sebagai kepala daeratr. Tapi kalau kita simak
secara teliti, isi materi debat publik pasangan calon

lEr

Skersa Politik Pilkada Kalsel

sebenarnya sangat abstrak dan kadang-kadang
kurang menyentuh dengan persoalan-persoalan
di daerah.

Sehingga kiranya perlu untuk pilkada akan
datang, sangat diperlukan pengaturan-pengaturan
khusus yang lebih berkekuatan sanksi hirkum untuk
keharusan si calon pilkada melakukan debat publik
dengan visi, misi, program yang konkrit dan
keharusan melakukan debat publik di kalangan
kampus/universitas ataupun di komunitas lainnya.
Sehingga pilkada lebih terlihat bermakna dan ada
dokumentasi akademis bagi calon yang terpilih
untuk melaksanakan program-program
pembangunan di daerah.

Salah satu contoh kasus debat publik, yang
dilansir media Banjarmasin Pos tanggal 2g Maret
2008 mengenai penyelenggaraan dialog interaktif
calon bupati Kabupaten Tanah Laut yang
diselengarakan mengalami suasana ricuh.
Kericuhan ini dimulai ketika ada peserta yang
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secara spontan memuji salah satu calon bupati,
kemudian panitia penyelenggara langsung melarang
peserta tersebut, dengan cara mengambil mikrofon
dari tangan peserta.

rzi

Dialog Publik?

Apabila dibandingkan dari perjalanan dialog
interaktif atau debat publik calon bupati/wakil
burpati dalam pemiiihan langsung kepala daerah
(pilkada) di Provinsi Kalimantan Selatan,
sepertinya hanya di Kabupaten Tanah lar-rt yang
mengalami peristiwa ricuh.

Hal ini merupakan suatu persoalan yang harus
dicari jawabnya, mengapa dialog interaktif ini
mengalami kericuhan? Siapa yang patut disalahkan
dalam peristiwa ini? Apakah peserta yang bertanya
sekaligus kampanye politik atau panitia
penyelenggara yang merampas mikrofon ketika
pertanyaan masih berlangsung?

Namun mencari siapa yang salah dari peristiwa
tersebut bukanlah suatu bentuk proses
pembelajaran demokrasi selama penyelenggaraan
pilkada, di mana yang terpenting sebenarnya
mencari solusi bagaimana seharusnya
penyelenggaraan dialog interaktif ini menjadi
sebuah pembelajaran demokrasi dan pelajaran di
masa yang akan datang.

Apabila ditelusuri logika politiknya maka seorang
peserta yang bertanya berisi kampanye politik
merupakan hak politik individu. Hal itu wajar saja,
karena tidak ada aturan mengenaihakdan kewajiban
politik bagi peserta dalam dialog interaktif itu.

LZ?l

Skersa Politik pilkada Kalsel

Sementara panitia penyelenggara yang merampas
mikrofon ketika peserta masih bertanya juga
merupakan hak panitia penyelenggara dialog interaktif.

Seharusnya mengupayakan bagaimana dialog
interaktif maupun debat publik dapat memadukan
kepentingan-kepentingan yang berbeda anlara peserta
dengan panitia penyelenggara dialog interaktif ini.
Sehingga acara dialog interaktif maupun debat publik
tersebut dapat berjalan lancar dan damai.
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Dari perspektif sosiologi politik, kericuhan ini
dapat dikategorikan sebagai konflik sosial. Sehingga
diasurmsikan peserta dialog tersebut sebenarnya
sejak awal sudah memendam perasaan bersitegang
(konflik) karena adanya persepsi curiga yang
terbentuk, bahwa acara tersebr-rt tidaklah netral, yang
ketika ada suasana yang kondusif sebagai
penyulutnya maka terwuiudlah konflik tersebut
berupa kericuhan.

Istilah independen tidak saja merupakan istilah
yang hanya disampaikan secara lisan, tetapi
haruslah dituniukkan dalam setting suasana dan
acara, ketika dialos interaktif itu berlangsung.
Sehingga tanpa disampaikan pun sikap independen
panitia penyelenggara, para peserta yang hadir
secara langsung sudah merasakan suasana
fndependen tersebut.

rzr-J

Dialog Publik?

Oleh karena itu, dalam hal ini perspektif
Sosiologi Politik memandang kericuhan ini terjadi
karena persoalan pengelolaan dialog interaktif calon
bupati. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus
dilakukan agar dialog interaktif menghasilkan
dampak yang positif bagi pembelajaran politik
masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada.

Pelajaran dialog interaktif yang pernah
dilaksanakan di beberapa tempat, seperti di
Kabupaten Kotabaru, di Kabupaten Amuntai, di
Kabupaten Kapuas, dan lain*lain, menunjrkkan hasil
dialog yang tidak mengalami kericuhan. Berarti
penyelenggaraan dialog interaktif dalam pilkada di
beberapa Kabupaten tersebut dapat dijadikan
pelajaran dan acuan yang berharga.

Beberapa hal yang seharusnya perludilakukan
panitia penyelenggara dialog interaktif maupun debat
publik, yaitu sebagai berikut. Pertama, melibatkan
pihak akademis. Pihak akademis dalam dialog
interaktif berperan sebagai Benelaah/pembanding
visi dan misi calon bupati, pada sesi awal dalam
rangka pengembangan wawasan dan pesan-pesan
moral demokrasi pilkada yang harus damai.

Kedua, acara dise/firErminimal2 calon bupati
atau lebih. Sebaiknya dalam debat publik ataupun
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dialog publik calon bupati yang tampil minimal 2

|JIl

Sketsa Polirik Pilkada Katsel

orang dan maksimal tanpa batas, yang penting
debat publik itu menciptakan kesan adanya
keterwakilan para pemilihnya atau pendukungnya.

Ketiga, melibatkan pihak keamanan. Sebaiknya
melibatkan pihak keamanan (polisi) sebagai
pengaman acara dialog publik tersebut. Hal ini
diperlukan karena adanya kecenderungan kondisi
yang tidak stabil ketika mendekati hari pelaksanaan
dialog interaktif ataupun saat berlangsungnya kegiatan
dialog ihteraktif, sebagai contoh panitia penyeienggara
akan mendapat gangguan atau teror dari pendukung
salah satu calon bupati metalui sms ataupun telepon.

Ke empa t, netralitas ternpat penyelenggaraan.
Sebaiknya tempat penyetenggaraan dialog interaktif
tersebut berada di gedung yang netral, ar:tinya
gedung tersebut tidak menunjukkan adanya
pemihakan ke salah satu calon bupatilwakil bupati.
Hal ini dilakukan untuk menghindari image negatif
dari pendukung calonbupati/wakil bupati lainnya.

Di satu sisi, kericuhan ini merupakan proses
pembelajaran demokrasi bagi elemen masyarakat
dalam mengelola penyelenggaraan pilkada yang
lebih baik. Dialog interaktif ataupun debat publik
tetap diperlukan sebagai sarana dernokrasi untuk
memperkuat aspirasi masyarakat daerah dengan
calon bupati/wakil bupatinya.

IEJ

Dialog Publik?

Namun juga dengan adanya ke,ricuhan ini
rnerupakan tanda adanya suatu rnasalah yang
senius, yang harus mendapat pertratian dalam
peny,elelggaraan pilkada di Kabupaten Tandh Laut,
di rmana sepertinya masyarakat (pendul*uqe) calon
bupa*i/wakil bupati Kabupaten Tanah [-au*t herada
pada ptosisi kutub yang ekstrim.

tJs 1

f,

Sketa Politik Pilkada Kalsel
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Kampanye Modern

/^_ecara realitas, pilkada tahun 2005 di(rr,,
P Kalimantan Selatan ternyata menunjukkan
'adanya penggunaan model kampanye modern,
yang dilakr-kan oleh pasangan calon gubernur/wakil
gubernur, yang dimulai dari tahap persiapan sampai
tahapan kampanye. Penggunaan kampanye modern
dalam pilkada ini relevan dengan kajian teoritis yang
dikembangkan oleh beberapa ahli komunikasi politik.

Misalnya, David Cavanagh mengemukakan
kampanye di era modern ini melibatkan tiga
kelompok pelaku penting, yaitu para pemilih,
wartawan cetak dan jusnalistik, serta orang-orang
yang kerjanya mempengaruhi pemilih, seperti
politisi, manajer kampanye, dan para ahli
periklanan. Dalam kampanye era modern ini,
komunikasi dengan pemilih dilakukan terutama
melalui televisi, sehingga strategi kampanye lebih
berwujud sebagai strategi pendayagunaan media.

wJ)

Kampanye Modem

Kemudian Kasali menegaskan bahwa setelah
lengsernya Soeharto, masa pemilih diperebutkan
oleh banyak partai. Oleh karena itu, partai harus
berubah dari partai massa ke partai segmentasi,
yaitu partai yang diarahkan kepada pemilih yang
relatif homogen; program partai harus dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan segmen yang dipilih;
serta program dan strategi yang digunakan harus
dilandasi riset pasar (pemilih). Kampanye tidak
perlu lagi dilakukan dengan pengerahan massa
yang menggunakan rally besar di tengah kota,
melainkan melalui aktivitas multimedia dan
menggunakan jasa-jasa konsultan kampanye
profesional.

Dalam kampanye modern penggunaan media
massa tidak dapat terelakkan. Di antara media
rnassa yang paling populer digunakan adalah surat
kabar, radio, dan televisi. Unturk media surat kabar,
Semendison (1993) mengemukakan surat kabar
memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan
dengan radio dan teievisi, walaupun juga
mempunyai kesamaan. Persamaannya masing-
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masing bersifat umum, heterogen,. simultan, dan
anonim. Perbedaannya antara lain surat kabar
dengan beritanya cenderung dapat disimpan.

LZg I

r
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Media elektronik radio dan televisi cenderung
lebih cepat mencapai jangkauan dibandingkan
dengan surat kabar. Perbedaan yang cukup
mencolokpada radio dan televisi, yaitu selain dapat
didengar, televisi juga dapat dilihat gambarnya.
Namun, jumlah masyarakat yang memiliki radio
relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan yang
memiiiki televisi. Pemilikan surat kabar di kota lebih
banyak dibandingkan dengan di desa. Surat kabar
merupakan santapan pagi dan atau sore bagi
masyarakat kota, tetapi masih asing bagi
masyarakat desa.

Kampanye melalui radio juga tidakkalah penting,
karena radio telah menj.adi lingkungan yang alami
bagi sebagian besai manusia, terasa cukup murah
di antara pernbatasan dana kampanye dan biaya
ikian televisi yang mahal. Radio juga yang paling
cepat mencapai khalayak.

Di samping sifatnya yang sangat praktis. Salah
satu teknik kampanye adalah merekam lebih drjlu
pernyataan urnum kandidat, kemudian kaset-kaset
informasi atau kisah kandidat dikirimkan melalui pos
ke stasiun kecil ( watt-nya kecil) untuk disiarkan
ke dalam siaran berita tetapnya.

rE]

*

Kampanye Modern

Berbeda dengan bentuk kampanye rapat umum,
kampanye melalui telepon jelas tidak secara langsung
titap muka. Namur efeknya tidak kalah, jika digunakan
untuk rnemanggil para calon pemilih, akan dapat
mencapai sejumlah besar pemilih dalam waktu
singkat. Misalnya, dalam rangka memperkenalkan
kandidat kepada pemilih dapat dilakukan dengan cara
kandidat merekam suatu pesan. Selanjutnya pesan
ilu diputar pada setiap pesawat penerima setelah
terjadi sambungan melalui pemutaran otomatis.
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Poster mencari dukungan luas untuk kandidat,
mengumumkan pertemuan politik, rapat umum,
mengkritisi kandidat yang lain membina pengenalan
nama dan wajah bagi kandidat yang belum dikenal serta
rnembangkitkan semangat para pekerja kampanye.
Yanker melukiskan poster menarik bagipemilih karena
dapat memvisualkan sebuah laku yang me-
representasikan suatu karakter, misalnya seorang
pekerja keras, iujur, dan tanpa pamrih.

l{ampanye Pilkada fialsel

Kampanye pilkada untuk memilih satu pasangan
calon gubernur/wakil gubernur, yang dilaksanakan
dari tanggal 13 sampai 26 Juni 2005, dibagi ke dalam
5 (lima) zona daerah pemilihan. Pembagian wilayah
ini didasarkan atas pertimbanganteknis dan praktis.

Lqq I

Sketsa Politik Pitkada Katsel

Adapun 5 (lima) zonalwilayah kampanye pemilihan
tersebut adalah sebagai berikut.
1. Wilayah 1: Kota Banjarmasin, dan Kabupaten

Barito Kuala.

2. Wilayah 2: Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar,
. dan Kabupaten Tanah Laut.

3. Wilayah 3: Kabupaten Tapin, HSS, dan HST.
4. Wilayah 4: KabupatenTabalong, Balangan, danHSU.
5. Wilayah5: Kabupaten Tanah Bumbu, dan

Kabupaten Kotabaru.

Beberapa media yang digunakan oleh pasangan
calon gubernurr/wakil gubernur selama tahapan
kampanye pada pilkada tahun 2005 adalah dominasi
penggunaan alat peraga yang ditampilkan seperti
baliho, poster, dan spanduk. Khusus pemasangan
baliho diatur oieh dinas terkait/berwenang di
masing-masing kabupaten/kota yang telah
menentukan titik-titik pemasangan, sehingga baliho
tersebut terlihat Iebih tertib dan rapi.

Untuk pemasangan atau penempelan potret
pasangan calon, spanduk maupun bendera partai
politik tampaknya tidak diawasi secara ketat,
sehingga agak semrawut dengan beraneka bentuk
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dan warnanya, terasa lebih menghidupkan suasana
pelaksanaan pilkada.

r sli

C

Kampanye Modem

Kecenderungannya alat-alat peraga, seperti
baliho dan poster diisi dengan foto, nomor
pasangan, dan motto atau visi misi masing-masing
calon. Pada umumnya calon rnengenakan pakaian
sipil resmi, bahkan umumnya lengkap dengan peci
hitam, kecuali foto calon pasangan nomor r:rut 5,
yang mengenakan pakaian sehari-harinya.

Berbeda dengan poster alat peraga berupa
spanduk umumnya dipasang di antara dua kayu
panjang, di lokasi jalan-jalan utama perkotaan dan
sebagian ada dipasang di ujung-ujung jalan yang
agak masuk ke daerah pedesaan. Spanduk,
umumnya terdapat potret separuh badan sang
calon, disertai tulisan apa yang ingin diperjuangkan
dan himbauan untuk memilih sang calon.

Selain penayangan iklan atas inisiatif masing-
masing pasangan calcn, TVRI Kalirnantan Selatan
juga menyediakan program, seusai acara Kabar
Banua, yakni acara bedah visi misicalon gubernur/
wakil gubernur, secara bergantian. Pada acara ini
pasangan calon-calon diuji visi dan misinya dalarn
rnemecahkan permasalahan-perrnasalahan di
Kalimantan Selatan oleh pakar yang tampil sebagai
panelis di bidang masing-masing.

LE-I

t
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Melalui acara ini, pemilih diajak untuk mendalami
dan lebih membuka mata terhadap visi misi calon
agar tidak salah dalam menjatuhkan pilihan sesuai
dengan aspirasinya. Misalnya. pada hari Jum'at
tanggal 17 Juni 2005, tampil pasangan 2 U (ulama-
umara), yaitu Prof. Dr. H. Ismet Achmad, MSc dan
Habib Aboe Bakar Al Habsy. Pada pemaparan itu
terungkap bahwa pasangan ini sangat komitmen
melakukan perubahan dengan janji kepemimpinan
yang bersih, berakhlak mulia, komunikatif. dan
aspiratif (Kalimantan Pos, 17 Juni 2@5).
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Kampanye dalam bentuk iklan dilakukan baik di
media massa maupun media ruang terbuka. Mulai
dari pemasangan baliho, pemuatan berita
bergambar di surat kabar, penyiaran iklan radio,
penayangan berita gar4bar dan ajakan langsung
pasangan, sampai dengan new stickerdi layar TVRI
Kalimantan Selatan.

Semuanya dibiayai dengan dana yang tidak
sedikit. Dalam halini masing-masing calon telah
menyiapkan dana milyaran. Hasil aud.it dana
kampanye masing-masing pasangan calon adalah
sebagai berikut. Pasangan iskandar Sukma
Alamsyah, SE - Prof Dr. H. Hafiz Anshary, AZ,

lEi

Kampaaye Modem

MA sekitar Rp. 2.605.000.000; pasansan Drs. H.
M. Syachriel Darham - Drs. H. Noor Aidi sekitar
Rp. 813.450.000; H. M. Ramlan, S.Sos - Drs. H.
Baderani sekitar Rp. 578.684.000; dan Basangan
Drs. H. RudyAripin, MM-RosehanNoorBachrl SH
sekitar Rp. 1.000.700.000 (Barito Pos, 17 Jtmi 2@5).

Pemasangan baliho di pilkada 2005 ini dilakukan
sangat optimal oleh para pasangan calon. Hal ini
dapat terlihat dari banyaknya baliho yang dipasang
dengan berbagai ukuran, sampai dengan hasil
produknya yang terlihat apik, yang tentulya dibiayai
dengan dana yang cukup besar, jumlahnya sekitar
194 baliho dari pasangan calon gubernur/wakil
gubernur (Kalimantan Pos, 2 Juni 2@5).

Begitu jwa dengan iklan di suratkabar, masing-
masing pasangan calon selama 13 hari kampanye
tersebut, tidak segan-segan memasang iklan setiap
hari, dari ukuran pas foto sampai satu halarnan penuh

surat kabar. Isinya pun berrnacam-macam, mulai dari
sekhdar menyampaikan motto, visi misi, dan ajakan
memilih pasangan calon yang bersangkutan, sampai
dengan ilustrasi lengkap tentang sepak terjang calon
selama ini yang menunjukkan sangat peduli pada
masyarakat dan didukung oleh tokoh-tokoh yang
punya otoritas, seperti tokoh ulama, mantanpejabat,
dan pengusaha.

LqII
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Sebagai contoh ketika pasangan Rudy Aripin
(yang sekarang menjabat Gubernur Kalimantan
Selatan), melakukan kampanye di surat kabar
Banjarmasin Pos tanggal 26 Juni 2005, di halaman 7
memasang iklan yang hampir memenuhi halaman
koran tersebut yang isinya muiai dari ajakan
memilih, selain itr,r juga menggunakan media
televisi berkali-kali melalui tayangan iklan di TVRI
Kalimantan Selatan.

Yang tidak kalah gencarnya adalah kampanye
iklan melalui radio swasta maupun pemerintah yang
ada di daerah ini. Bahkan masing-masing calon,
seolah-olah telah menganggap radio sebagai
corong kampanyenya sendiri. Sehingga
mengakibatkan benturan atau protes dari pasangan
calon lain, yang menilai melebihi batas an air.

Pada pilkada gubernur/wakil gubernur kali ini
masing-masing pasangan calon, mempunyai tim
kampanye yang berfungsi sebagai perencana dan
pelaksana kampanye. Tim ini diisi densan tokoh-
tokoh atau profesional yang dianggap relevan
dalam rangka efektifitas kampanye. Di samping tim
kampanye, ada pula pasangan calon yang
mengontrak lembaga jasa konsultan, untuk
menunjang kegiatan kampanye tersebut.

Kampanye Modem

Penggunaan kampanye modernoleh pasangan
calon gubernur/wakil gubernur menunjukkan
beberapa argumentasi, yaitu bahwa suatu
kesadaran baru dari calon elit politik bahwa
masyarakat pemilih Kalimantan Selatan merupakan
ladang subur perolehan suara, pilkada merupakan
bentuk perang terbuka antarcalon dengan lebih
rasional, masyarakat pemilih Kalimantan Selatan
masih memBerlihatkan cara memilih rasional
terhadap figur calon.

tjp--]

t

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

P"y*l-9
Eolput Eubernur

,41ada setiap putaran pemilihan umum, golput
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{ l'kolongan putih) merupakan fenomena yang
Vtut, hadir. Golput sering dianggap sebagai
bayangan problem dari demokrasi. Tak terkecuali
pilkada juga tak luput dari adanya fenomena golput
(golongan putih).

Bagi negara Indonesia, golput merupakan
persoalan klasik, golput kadang-kadang tumbuh
subur bagai cendawan di musim hujan dan kadang-
kadang mati pertumbuhan'(tiaat dihiraukan) di
musim kemarau. Golput sepertinya respon atas
penyelenggaraan pemilu di suatu negara, artinya
apakah suatu pemilu yang berlangsunB itu
demokratis atau tidak demokratis.

Secara historis, isu golput yang selalu muncul
pada setiap pemilu, pertama kali dilontarkan oleh
Arief Budiman pada pemiltr 1971. Saat melancarkan
aksi tidak memilih menjelang pemilu 1971, karena

r szl

Golput Guberaur

menganggap pemilu 1971 tidak demokratis dan tidak
mencerminkan adanya kedar,rlatan rakyat. Kemudian
mengajak rakyat untuk tidak memilih, atau datang ke
bilik suara tetapi mencoblos bagian yang putih (di
luar tanda gambar partai politik) dari kartu suara. Para
pengikut ajakan inikemudian dikenal dengan sebutan
golput (golongan putih) (Asa, t999).

Pada masa pemerintahan Orde Baru atau
sepanjang penyelenggaraan pemilu Orde Baru,
golput berkembang dengan subur dan terus
meningkat dari waktu kervaktu. Hal ini terjadi karena
pemilu pada masa Orde Baru dianggap kurang
demokratis dan mengebiri hak politik rakyat.

Dalam kerangka teoritis politik, golput sering
dipotret dalamistilah perilaku pemilih. Oleh karena
itu, golput dianggap sebagai bagian dari pemilu,
tetapi diasumsikan sebagai hak individu yang
menolak ikut berpartisipasi dalam pemilu. Namun,
penggunaan hak pemilih yang tidak ikr-rt pemilu tetap
dianggap sebagai individu tersebut melakukan pilihan
dalam pemilu dengan tidak ikut pemilihan urnum.

Pilkada sebagaibagian dari proses pemilihan
umum yang dilakukan oleh masyarakat daerah
dalam rangka menentukan pemimpin politik di
daerah, juga tak luput dari adanya fenomena
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golongan putih. Bagi sebagian kalangan fenomena
golput di pilkada ini cukup mengherankan, di mana
seharusnya golput tidak pernah ada dikarenakan

LtrI

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

pilkada memiliki keistimewaan dibandingkan
pemilihan umurn lainnya, di mana terjadi kedekatan
hubungan psikologis pemilih dengan figur calon,
serta jarak wilayah yang tidak terlalu luas.

Khusus golput pilkada gubernur/u'akil gubernr-rr
di }klimantan Selatan, menunrt data I(PUD Kalsel (2005)

totalnya I 30,58 7o darijumlah pemilih yang terdaftar
sel itar2.282.840 orang. Secara rinci pembagian golput

antardaerah kota/kabupaten yang ada di Kalimantan
Selatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Data Golput Gubernur/Wakil Gubernur di Wilayah

Kalimantan Selatan Tahun 2005

Sumber: Data KPUD, 2005

I ssJ

1.

Z
J.

4.

5
tr
7.;t'
c)

10.

11.

t2.
1ttJ.

Banjarmasin
Banjarbaru
Banjar
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Barito Kuala
Tapin
Hulu Sungai Selatan
Hulu Sungai Tengah
Hulu Sungai Utara
Balangan
Tabalong
Tanah Laut
Tanah Bumbu
Kotabaru

41,57%

26,31%
3t,45%
35,55%

31p|%
36,62%

t8,36vo

31,9U%

13,75%

33,7lVo

34,23%

23,64Vo

30,16%

Golput Gubemar

Golput gLrbernur/wagil gubernur sekitar 30,SBVo
tersebut dikompresikan dengan jumlah pemilih di
Kalimantan Selatan sekitar 764.782 orang dari total
jumlah pemilih2.282.840 orang. Artinya pada pilkada
gubemr-r/wagub tahun 2005 pemilih yang ikut rnemilih
hanya sekitar 69,42Vo atau sekitar 1.518.058 orang.

Jumlah golput gubernur/wagub di wilayah
Kalimantan Selatan ini cukup rendah, apabila
dibandingkan dengan jumlah golput gubernur/
wagub di wilayah lain, sepertiJawa Timur. Pada
pilkada gubernur/wagr-rb di wilayah Jawa Timur
jumlah golput sekitar 50,367o.

Apabila dikompresikan dalam angka total jumlah
pemilih di Kalsel, maka jumlah golput pilkada
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gubernur/wagub ini cukup tinggi, sekitar kurang
lebih 700 orang pemilih yang golput atau kehilangan
suaranya atau tidak menggunakan hak pilihnya
sebagai warga negara.

Hal ini sebenarnya suatu yang ironis, karena
dalam sebuah pemilihan, jangankan angka kurang
lebih 700, angka 1 orang pun amat penting. Satu
suara sangat berharga/bernilai karena makna satu
suara merupakan eksistensi hak seseorang dan
seringkali juga penentu nasib kemajuan suatu
wilayah di masa akan datang.

lrgl

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

Berarti juga, hal ini menunjukkan adanya
kemacetan data pemilih di Kalsel dikarenakan
perubahan penyelenggaraan teknis yang dilakukan
oleh KPUD. Seperti yang ditegaskan oleh Gumai,
menyebutkan salah satu.sebab cacatnya data
pemilih pilkada dikarenakan adanya kebiiakan
pemerintah yang tidak menggunakan daftar pemilih
pada pemilu presidenlwapres putaran kedua
sebagai data dasar.

Selain itu, pasca pemilihan umum presiden/
wapres presiden yang mengalami 2 (dua) putaran,
berdampak pada cukup mengurangi antusiasme
rnasyarakat pemilih, yang secara tidak langsung
mengalami kebosanan dan pupus harapan, sehingga
pada pilkada berikutnya mereka lebih memilih golput.

Marijan (2006), mengemukakan tawaran logika
golput kasus pilkada, sebagai implikasi pandangan
yang tidak puas terhadap politisi adalah
berkurangnya keterkhitan antara elit yang berkuasa
dengan massa. Realitas ini pada akhirnya akan
melahirkan sikap lanjutan, bahwa ikut pemilu atau
tidak ikut pemih-r, tidak memiliki pengaruh berarti di
dalam menentukan jalannya pemerintahan, yaitu
sama-sama kurang menentukan para pemilih.
Wujud konkritnya adalah mereka tidak bersedia
datang ke TPS-TPS, atau melakukan golput.

r sl:

t

Golput Gubenur

Sebenarnya cukup banyak faktor yang menjadi
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penyebab golput ini, tapi apapun itu logikanya
seharusnya jumlah golput semakin menurun dari
pilkada ke pilkada, hal ini dikarenakan sernakin
membaiknya sarana dan prasarana pemilihan, serta
semakin meningkatnya pendidikan politik
masyarakat, dan bukan'sebaliknya semakin
meningkatnya golput dari pilkada ke pilkada.

lgil

*

Skeaa Politik Pilkada Kalsel

P,L"l o"

Fenomena Incumhent

f . asyarakat Hulu Sungai Selatan akan
t / Y I menyelenggarakan pesta clemokrasi, yaitu
ile nyelengguraan pemilihan ke pala d aerah secara
langsung, yang diikuti

3 pasangan calon kepala
daerah dan

sekitar 15 partai politik pendukungnya.

Seperti kecenderungan pilkada di Kalsel,
pilkada Hulu Sungai Selatan juga menunjukkan
adanya fenomena inc umbent pejabat kepala daerah

dan wakit kepala daerah yang lalu menjadi calon
kepala daerah pada pilkada 2008,

Fenomena incumbent dalam pilkada cukup
menarik untuk dicermati, apalagi pilkada di Hulu
Sungai Selatan, Realitas politik awalnya menunjukkan
fenomena incuntbent dalam pilkada ramai
didiskusikan dan bicarakan, tetapi sejak kejadian
salah satu pasangan calon kepala daerah yang
incumbent gagal di pilkada Barito Kuala tahun 2007,
pembicaraan inctntbent menjadi tidak menarik lagi.

rgsl

Fenomena Incumbent

Fenomena incumbent di pilkada Hulu Sungai
Selatan menjadi menarik banyak perhatian
dikarenakan incumbent yang terjadi dengan pola
berbeda dari kebiasaannya. Calon kepala daerah

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
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y ane iic un benl p ilkada Hul u Surgai Selatan berbeda
pasangan calon dan sama-sama jadi calon kepala
daerah yang berbeda wakil kepala daerah.

Dari fenomena incumbenlcalon kepala daerah
dalam pilkada Hulu Sungai Selatan inilah, beberapa
kalangan akademisi mendeskripsikan kemungkinan
besar pilkada di Hulu Sungai Selatan akan terjadi
persaingan ketat dan memanas yang berakhir
dengan konflik di anLara calon kepala daerah.

Deskripsiberupa prediksi seperti ini wajar saja
dikurnandangkan karena realitas politik yang ada
memang menunjukkan perbedaan dalam gaya
incumbent, di mana incumbent-nya pejabat

kepala
daerah dan wakil kepala daerah

sekarang menjadi
calon dalam pilkada yang tidak lagiberpasangan
atau berbeda pasangan.

Kecenderungan togikanya dengan pola seperti
ini, bahwa pejabat

kepala daerah dan wakil kepala
daerah

ini rnengalami ketidakharmonisan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lalu,

Lrl
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sehingga masing-masing individunya saling
berkompetisi dan tentu memiliki kartu rahasia
masing-masing.

Sehingga pertanyaannya mengapa pasangan
kepala daerah yang awalnya bersama dalam
mengelola pemerintahan, kemudian sekarang
dalam pencalonan pilkada HuIu Sungai Selatan tahr-n
2008 ini, tidak bersama lagi atau berbeda pasangan
calon wakil kepala daerah? Apakah ini sebuah trik
politik atau memang pada realitas politiknya ada
perbedaan tajam dalam pengelolaan pemerintahan
daerah di Hulu Sungai Selatan yang lalu, yang
berdampak pada persaingan di pilkada berikutnya?

Terlepas dari pemahaman seperti itu, dalam
kenyataan politik memang sangat jarang ada

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
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seorang bupati dan wakil bupati yang incumbent
dalam pilkada tidak berpasangan lagi atau memilih
pasangan lainnya.

Polarisasi tajam seperti ini, memang cukup
rnengkhawatirkan bagi penyelenggaraan pilkada
yang damai di Hulu Sungai Selatan. Kondisi saat ini
menr-rnjukkan polarisasi perbedaan tajam dan
persaingan ketat tersebut ternyata secara otomatis
termanifestasi pada realitas politik pilkada Hulu

I e!-J

Fenomena Incumbent

Sungai Selatan, pada saat menjelang proses
pemilihan, sepertipada penggunaan simbol dan isu
segregasi wilayah.

Dalam teorinya, simbol merupakan aura kuasa
seseorang. Dengan kata lain, kekuasaan seorang
individu dapat dilihat pada simbol yang
digr-rnakannya. Selain itu simbol digunakan sebagai
identitas kelompoknya.

Realitas politik pilkada Hulu Sungai Selatan
menunjukkan kuasa simbol. Hal ini dapat dilihat
salah satunya dari foto pasangan calon kepala
daerah di pilkada Hulu Sungai Selatan, seperti 2
dari 3 pasangan calon kepala daerah yang
menggunakan warna-warna dasar, yaitu warna
hitam dan warna putih.

Dari kedua warna ini sangat menunjukkan ada
kekontrasan warna di antara pasangan calon
kepala daerah. Selain itu, juga menandakan adanya
kompetisi ketat di antara kedua pasangan calon
kepala daerah ini.

Namun, bisa jadi kedua pasangan calon kepala
daerah ini secara sengaja untuk memakai warna-
warna putih dan hitam untuk menunjukkan identitas
yang kuat bagi individunya masing-masing.

Lgs I

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

Sehingga, warna tersebut selanjutnya dilihat
secara keseluruhan menjadi sesuatu yang sengaja
untuk memakai warna putih dan warna hitamnya,
yang akhirnya menunjukkan kekontrasan yang tajam
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di antara ke.dua pasangan calon kepala daerah ini.
Sepertinya warna itu begitu saja menjadi terpola
ke dalam hitam dan putih.

Persoalannya kira-kira apa pemahaman
masyarakat nmurn mengenai fenomena warna hitam
dan putih ini. Apakah hitam dan putih itu menandakan
persaingan yang sangat ketat dan kr-rat di antara
pasangan calon pilkada atau warna hitam dan putih
itu sebagai cerminan darisifat-sifat baik dan buruk?

Kecenderungan masyarakat umum, kadang-
kadang hitam dan putih sebagai gambaran suatu
sifat*sifat. Tetapi dalam warna pasangan calon
pilkada ini tentunya bukanlah hanya sesederhana
persoalan-persoalan sifat itu saja.

Namun ini hanyalah sebuah kemungkinan, yang
banyak mengetahr-ri soal reirlitas politik ini tentunya
masyarakat yang ada di l{ulu Sungai Selatan itr"r
sendiri. Tetapi keberuntungannya juga tidak ada
partai yang berrvarna putih dan berwarna hitam.
Seandainya ada, maka selaraslah sr-rdah bahwa
warna itu bukan hanya persoalan identitas calon
tetapi sebuah identitas partai politik pendukungnya.

i gzi

t

Fenomena Incumbent

Pada kenyataannya, justru partai politik yang
mendukung pasangan calon kepala daerah yang
berwarna-warrii, seperti merah, kuring, dan hijau.
Sehingga justru hal ini sepertinya menandakan
bahwa calon pasangan kepala daerah menjadi
independen dan berbeda dengan warna-warni
partai politik pendukungnya.

Selain perbedaan warna dari kedua pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
tersebut, isu segregasi wilayah juga sangat booming
dijargonkan, seperti isu perbedaan wilayah negara
dan kandangan sebagai tempat kelahiran pasangan
calon kepala daerah.

Hal ini menjadi menguat dan tajam, ketika kedua
pasangan calon yang incumbent merupakan dua
orang yang berbeda posisi kelahiran dan mewakili
posisi segregasi wilayah yang saling berbeda.

http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
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Realitas politik menunj ukkan, perbedaa n s egrega si
wilayah tersebut semakin menjadikan kedua
pasangan calon berkompetisi untuk berebut
menjadi orang kepala daerah masa berikutnya.

Persoalannya, mengapa segregasi wilayah ini
harus dijargonkan oleh pasangan calon pilkada?
Bagi kedua calon ini, hal tersebut biasa saja dan

Lqq I
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sudah menjadi bagian strategi politik tetapi bagi
masyarakat umum menjadi persoalan besar ketika
masyarakat harus terbelah dan terbagi-bagi.

. Namun bisa saja kecenderungannya lain,
segregasi wilayah ini hanyalah permukaan politiknya
saja. Sedangkan masyarakatnya akur*akur saja dan
tidak merasa memiliki satu orang pasangan
calonpun.

lsu segregasr wilayah hanyalah menguntungkan
elit politik dibandingkan bagi masyarakat umum,
siapapun pemenangnya pasangan calon' harus
melakukan pembangunan di semua aspek dan
sektor kehidrrpan masyarakat daerah.

Satu sisi memang pewarnaan identitas
pasangan calon merupakan tanda sebuah pesta
yang meriah dan kompetitif. Hal ini cukup
rnendidik bagi politik masyarakat, di mana
masyarakat menjadi mengerti kompetisi dalam
politik pilkada.

Tetapi soal isu segregasi wilayah yang
dikumandangkan merupakan hal lang tidak mendidik
basi politik masyarakat, menyebabkan masyarakat
menjadi terpecah dan terbelah ke dalam
pengkotak-kotakan. Padahal semuannya adalah

r qel

Fenomena Incumbent

bagian dari wiiayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
bagian wilayah Provinsi Kalsel, dan bagian wilayah
Negara Indonesia.
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Sebenarnya sesuatu yang tidak elegan ketika
upaya pemenangan pasangan calon dalam pilkada
rneng g unak an segregasl wil ayah yang berbahaya
bagi terciptanya benih-benih disintegrasi. Sebab
pilkada harus dimaknai sebagai sebtiah pesta
demokrasi bagi seluruh daerah kabupatenbukan
bagian-bagian daerah kabupaten.

Llgo]
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pu., Lrl^,

Nasib
Politik Dalang

Tydul ini terinspirasi ketika beberapa waktu
!lalu membaca koran Banjarmasin Pos tanggalU20Mor"t 2008 mengenai fenomena pilkada di

Kabupaten Tanah Laut, yang isi beritanya
menyebutkan bahwa pertunjukan wayang kulit
dalam pilkada menjadi perbincangan para tim
sukses. Muncul kecenderungan penilaian bahwa
pertunjukan kesenian tradisional ini akan rawan
dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye, karena
ada kemungkinan si pengundang (cabup tertentu)
menitipkan pesan kampanye pada si dalang,
sehingga pergelaran wayang kulit selama pilkada
ditiadakan.

Sepertinya untuk wilayah Kalimantan Selatan
baru kali ini, dalam penyelenggaraan pilkada
seorang dalang wayang ditakuti dan dicekal, serta
dianggap aktor penting dalam menyampaikan pesan

Nasib Palitik Dalang

politik. Dalang wayang juga dianggap akan menjadi
faktor pendorong besar bagi kemenangan seorang
calon kepala daerah.

Anggapan semacam ini hanyalah prasangka
politik negatif bagi seorang dalang wayang yang
sebenarnya tidak memiliki status atau jabatan
apapun dalam rnasyarakat daerah. Sehingga, ketika
dalang wayang dicurigai seperti itu tentunya
sangat{ah berlebihan,

Pada dasarnya, dalam pergelaran wayang berisi
pesan-pesan nilai moral dan kepahlawanan tokoh-
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tokoh dunia wayang, hal-hal inilah yang disampaikan
seorang dalang dan seringkali hal itu juga yang
menjadi perhatian masyarakat.

Sebenarnya sudah sejak dari zaman dulu
wayang merupakan suatu kesenian rakyat lapisan
bawah. Pergelaran wayang waktu itu menjadi
sarana hiburan dan kesenian bagi masyarakat
bawah. Seringkali pertunjukan wayang diadakan di
lapangan terbuka (bukan di gedung) dengan
peralatan yang sangat sederhana menggunakan
lampu teplok, layar putih, gadang pisang, serta
tempat duduknya pun hanya berlapak tanah (bukan

di kursi yang empuk). Jadi, wayang merupakan
pergelaran kesenian yang dari, oleh, dan untuk
masyarakat bawah.

usil
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Sehingga terasa aneh apabila saat ini yang
dalam suasana politik pilkada tiba-tiba seorang
dalang wayang harus dicekal dari pertunjukannya.

Sepertinya secara tidak langsung politik pilkada
tersebut, menjadikan dalang wayang sebagai
tahanan politik.

Apabila diperbandingkan apa bedanya
pertunjukan wayang dengan pertunjukan artis-artis
penyanyi, yang para artis ini seringkali secara
terang-terangan menyampaikan pesan-pesan
kampanye politik.

Dari perspektif akademis sosiologi politik, hal
ini sangat disayangkan terjadi. Sebab diketahui
bahwa pilkada itu merupakan sebuah proses
pembelajaran politik lokal bagi masyarakat lokal.
Pilkada menjadi wadah pembelajaran politik
demokratis bagi masyarakat di daerah.

Masyarakat daerah dapat belajar sendiri
selama proses pilkada, sehingga diharapkan
proses pilkada tersebut menumbuhkan kesadaran
politik dalam pengelolaan penyelenggaraan pilkada.

Selain itu, penyelenggaraan pilkada merupakan
sebuah pesta politik, di mana masyarakat dapat
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belajar politik sekaligus menikmati pesta-pesta
kerakyatan secara gratis (kebiasaan ini hanya pada

I lggj

Nasib Politik Dalang

saat pilkada diadakan pertunjr"rkkan kesenian gratis,
sedangkan tidak saat pilkada masyarakat akan
membayar dengan uang).

Sudah sejak lama wayang seringkali dijadikan
sarana pesan-pesan nilai moral bagi masyarakat
atas kondisi yang terjadi saat itu, sebagai contoh
ketika Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran Islam ke
masyarakat juga melalui perturjukan wayang kulit.

Berarti pertunjukan wayang memang menjadi
pertunjukan pesan-pesan nilai moral bagi
masyarakat. Pertunjukan wayang menjadi media
sosialisasi dan penyadaran nilai-nilai moral. Sehingga
masyarakat menjadi mengerti dan memahami secara
langsung arti dan makna pesan-pesan tersebut.

Hal ini tentu berdampak positif basi
pembelajaran politik masyarakat. Masyarakat
menjadi mengerti dan memahami nilai-nilai politik
yang benar dan nilai politik yang buruk.

Dengan
demikian, secara tidak langsung akan

mencerdaskan kehidupan politik masyarakat,
yang dampak ke depannya masyarakat dapat
lebih berminat ke politik atau peduli terhadap
kehidupan politik.

Selain itu, diketahui masyarakat sudah mulai
memiliki kecerdasan berpolitik sehingga kadang-
kadang sebuah pertunjukan yang menyelipkan

r_1g4l
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pesan-pesan politik ditanggapi dengan senyum
dan tawa, tanda masyarakat mengerti politik yang
terjadi sebenarnya.

Kemudian dari perspektif ekonomi, dalang wayang

https://faridaniva.blogspot.com/2013/07/makalah-internet.html
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sama dengan para artis, yaitu tampil dipanggwrg r-urtuk

mencari nafkah. Jadi, dalang wayang atau penyanyi

menjadi pekerjaan bagi penghidupan ekonomi
keluarga mereka.

Ketika pertunjukan dalang wayang sebagai
bagian dari r"rpaya untuk memenuhi kehidupan
keluarganya, mengapa harus dicekal secara
politik? Apakah selama pilkada yang dianggap
sebuah pesta bagi rakyat menjadi pesta tanpa
dalang-dalang wayang? Apabila seperti ini berarti
sudah terjadi diskriminasi politik keterlibatan
seseorang untuk ikut dalam pesta pilkada.

Padahal diketahui penyelenggaraan piikada di
suatu daerah seringkali menjadi lahan rejeki bagi
sekelompok orang yang berprofesi ekonomi dan
pertunjukan, misalnya wayang, sirkus, dan lain-lain.
Para pedagang-pedagang besar, pedagang
menengah dan pedagang-pedagang keliling saat
pilkada pun kebanjiran pembeli. Peserta dalam
penyelenggaraan pilkada seringkali memerlukan
bahan-bahan/peralatan, seperti spanduk, pamflet,
baliho, alat Iistrik, dan lain-lain. Selain itu, adanya

rrgu

Nasib Politik Dalaag

sarana hiburan untuk mengumpulkan simpatisan di
lapangan memerlukan makan dan minuman yang
dijual oleh para pedagang kelilins, seperti bakso/
pentol, dan lain-lain.

Sehingga menjadi tidak logis dan tidak adil ketika
sekelompok orang yang berprofesi ekonomi
lainnya menikrnati penyelenggaraan pilkada sebagai
rejeki nomplok (kebanjiran pembeli), tetapi seorang
dalang wayang tidak bisa menikmati rejeki itu.
Apakah ini tanda nasib politik baru bagi seorang
dalang wayang di zaman reformasi ini?

LGI

t
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TiSo L"lo"
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Sifat Sang Pemimpin

ly' ecenderungan selama ini penyelenggaraan
,/\,oilkada hanya sebatas mencari dan
mengidentifikasi sifat-sifat pemimpin (kepala
daerah/wakit kepala daerah) yang baik dan yang
buruk. Mendapat kategori baik, misalnya apabila
wajahnya ganteng, apabila memakai simbol ibadah,
atau dikategori buruk apabila wajahnya tidak
ganteng, apabila tidak memakai simbo[ ibadah, dan
Iain-lain. Dengan demikian, hal ini sangat tidak
berorientasi pada program dan pelembagaan
politik di masyarakat daerah.

Lihat saja apabila ada penyelenggaraan pilkada
di daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan
Selatan, selama masa pilkada itu yang digembar-
gemborkan hanya slogan-slogan yang lebih banyak
bertemakan mencari dan menyanjung-nyanjung
sifat pemimpin yang baik-baik saja;

rllzl

Sifat Sang Pemimpin

Padahal pada kenyataannya, pemimpin (kepala
daerah/rvakil kepala daerah) itu memiliki banyak
keburukan yang tidak diketahui oleh masyarakat
daerah. Ketika dalam proses pilkada berlangsung,
pemimpin (kepala daerah/wakil kepala daerah)
tersebut mengubah atau menyulap haluan
penampilannya dengan sifat-sifat baik.

Sehingga wajar bila akhirnya foto-foto calon
dipajang secara besar-besaran dan hampir di semura
pelosok tempat menampilkan sosokfigur yang sangat
baik dimata masyarakat daerah. Misalnya, apabila di
mata masyarakat sosok yang baik adalah tokoh agama
atau tokoh lainnya, maka akafl banyak atribut yang
digrurakan pemimpin tersebut bersimbolkan agama.

Logikanya memang seperti itu apabila
mayoritas masya-rakat agama, maka otomatis figur
yang ditampilkan menyesuaikan dengan kondisi
masyarakat tersebut. Namun kondisi seperti ini
hanyalah mewujudkan simbol pemimpin sebatas
sifat pemimpin bukan programnya.

Sehingga secara otomatis berdampak pada
orang yang pernah melakukan kesalahan besar, yang
seharusnya tidak terpilih dalam pemilihan pemimpin
tersebut. Hal ini pun secara tegas diatur dalam
bentd UU penyelenggaraan pemilu maupur pitkada



file:///D/...si%205%20Buku)/originality%20report%208.6.2020%2020-22-47%20-%20SKETSA%20POLITIK%20PILKADA%20KALSEL.pdf.html[11/07/2020 09:35:42]

di Indonesia. Bisa saja seseorang terpilih karena

Llqel

t

Sketsa Fbliti* Fffuda KaIxI,

calonr Bernirnpin itu mengubah sosoknya menjad'i
baik dbEsEB memanipulasi simbol- s imb oi tersebtr't''

Ptrso,alannya apakah pilkada yan g men g hab'iis-

kan r:ramg1 ratusan juta hanya untuk mencari si'fat

seoraylg pemimpin? Yang seharusnya dengan dana

ratusarn iuta tersebut menghasilkan dampak jrar'€

sangat hermanfaat, seperti pendidikan politik

masyarakat, kondusifnya demokrasi, pembamgwmn

yamg mensejahterakan, dan lain-Iain.

Soal sifat pemimpin dalam penyelenggaraan

seileksi pre siden, gubernui' bagi ne gara:-neglara

B,arat, seperti Amerika Serikat menupakan
persoalan nomor 2 setelah persoalan pelernbagaan

politik dalam masyarakat. Pelembagaan politik vang

dimaksudkan dengan pembangunan kecerdasan

r,nasyarakat dalam memahami kehidupan politik dan

tujuan dari politik tersebut.

Sehingga masyarakat (pemilih) mengerti dan

memahami dalam menentukan seorang pemimpin

bagi kemanfaatan masyarakat dan negaranya di

masa sekarang dan di masa yang akan datang'
Model seperti ini seleksi pemimpin benar-benar

ketat untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas'

Lihat saja kasus Bill Clinton ketika melakukan
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skandal dengan Monica Lewinsky, yang langsung

dilakukan impeachmenf (pemecatan) oleh kongres'

rrggi

Sifat Sang Pemimpin

Tetapi dari peristiwa itu masyarakat tidak
melakukan penolakan terhadap impeachment
(pemecatan) tersebut.

Kesadaran mereka dalam proses seleksi
pemimpin salah satunya diwujudkan dalam sikap
mernahami bahwa seleksi pemimpin merupakan
suatu yang prosedural dan berulang-ulang setiap
4-Stahunberikutnya.

Apabila pemimpin kurang berkenan dalam
menampilkan progiam dengan kondisi sekarang, maka
tidak akan dipilih lagi. Sehingga seleksipernimpin itu
benar-benar merupakan seleksi pemirnpin untuk
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Seandainya pilkada di daerah Kalimantan Selatan
menggunakan model itu maka tidak akan ada lagi demo
atau saling dukung kelompok-kelompok masyarakat
dengan menonjolkan sifat-sifat pemimpin (kepala
daeraVwakil kepala daerah). Semua kelompok-
kelompok masyarakat akan lebih berorientasi pada
kernaj uan dan kesejahteraan mereka.

Mau tidak mau akhirnya calon pemimpin (kepata
daerah/wakil kepala daerah) tersebut akan
mengutamakan program-programnya. Otomatis
debat-debat publik secara langsung maupun
melalui media akan dibanjiri program calon
pemimpin (kepala daeraVwakil kepala daerah).

[1-0 I

t

sketsa Politik Pilkada Kalsel

t'n1,ot Lul o*

Pelaiaran Pilgub Jatim

4lerhelatan pemilihan calon gubernur/wakil
( l" eubernur di Jawa Timur tahun 2008 ternyata
Mtu* berakhir. Perhelatan pemilihan ini masih
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dihadapkan polemik pada hasil perhitungan suara.
Be gitu serunya perhelatan pernilihan cagub/wagub
ini, dari putaran pertama sampai putaran kedua
masih belum menunjukkan tanda-tanda sang
pemenang, sehingga mau tidak mau akhirnya
melibatkan justif ikasi Mahkamah Konstitusi.

Namun di balik perhelatan pemilihan calon
gubernur/wakil gubernur di Jawa Timur tahun 2008
tersebut, ada beberapa hal yang menarik untuk
diperbincangkan, paling tidak sebagai bahan
perbandingan bagi pemilihan calon gubernur/wakil
gubernur Kalimantan Selatan di masa akan datang,
yang tentunya pasti lebih seru dari perhelatan
pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Timur.

IEJ

Pelajann Pilgub Jatim

Hal ini dapat dilihat dari penanda mulai
munculnya kesadaran yang meningkat dari elit
politik dan masyarakat Kalsel akan perlunya
pemilihan gubern@wakil gubernr-rr Kalsel sebagai
pengayom dan penentu daerah-daerah kabupaten,
walaupun kesadaran ini masih agak malu-rnalu
ditampakkan.

Dalam putaran pertama pemilihan calon gubernur/
wakil gubernurJawa Timur diikuti 3 pasangan calon,
pada proses tahapan pemilihan dari masa pendaftaran
sampai kampanye sarripai pemungutan suara dan
perhitungan suara menunjukkan intensitas
ketegangan yang menurLul ketika memasuki tahapan
pemungutan dan perhitungan suara calon gubernur/
wakil gubernur tersebut.

Pada proses tahapan pemilihan masa
pendaftaran berjalan seperti biasanya, para calon
gubernur/wakil gubernur melakukan aktivitas-
aktivitas pendaftaran langsung ke KPUD Jau,a Timur
dengan tanpa membawa massa ataupun
menunjukkan kebesarannya.

Namun, memasuki masa kampanye betul-betul
terjadi perang kampanye yang cukup seru. para
calon gubernur/wakil gubernur mengeluarkan
jurus-jurus jitu dari mendekati masyarakat miskin
sampai ke ularna dan pesantren-pesantren. Hampir

r-l!?l

Sketsa Politik Pilkada Kalsel
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setiap hari ada saja pesantren yang dikunjungi dan
setiap hari pula media massa memberitakan dan
menampilkan calon gubernur/wakil gubernur
secara berimbang.

Sepertinya para calon gubernur/wakil gubernur
tersebut memiliki dana yang sama besarnya,
sehingga dalam perang kampanye hampir
berimbang di antara para calon-calon gubernur/
wakil gubernur tersebut. Selain itu tidak terdengar
sama sekali calon bayangan, dan ini berbeda
dengan pemilihan kepala daerah di Kalsel yang
selalu terdengar adanya calon-calon bayangan.

Oleh karena para calon gubernur/wakil gubernur
yang sama-sama gencar pada saat kampanye dan
sama-sanm memiliki basis massa yang terpecah-
pecah, maka sejak awal para elit politik sudah dapat
mernprediksi akan terjadi putaran kedua dalam
pemilihan calon gubernur/wakil gubernur Jawa Timur.

Dengan adanya prediksi ini saat pemungutan
suara dan perhitungan suara tidak terlalu menarik.
Para calon gubernur/wakil gubernur beraktivitas
seperti biasanya karena sudah mengetahui akan
ada putaran kedua.

Memasuki putaran kedua, jumlah calon
gubernur/wakil gubernur menjadi sedikit (2
pasang), yaitu pasangan calon gubernur/wakil

rcJ

Pelajaran Pilgub latim

gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono
(Kaji), dan pasangan calon gubernur/wakil
gubernur Soekarwo dan Saifullah yusuf (Karsa).

Pada putaran kedua ini, terjadi intensitas
ketegangan yang semakin meningkat dari masa
karnpanye dan perhitungan suara. Basis-basis
masa pasangan calon gubernur/wakil gubernur
Iainnya diperebutkan untuk menambah perolehan
jumlah suara bagi pasangan calon gubernur/wakil
gubernur putaran kedua.

Memasuki tahapan penghitungan suara dan
penetapan cagub/wagub Jatim, kondisi begitu
menegangkan dan mencekam, hal ini ditambah dengan
kehadiran militer dengan persenjataan lengkap dan
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mobil panser menambah ketegangan perhiturgan
suara saat perhitungan suara di kantor KpUD.

Militer betul -betul dikerahkan untuk
mengamankan hasil penghitungan suara dan
pengumuman hasil. Para militer tidak saja berjaga-
jaga di sekitar kantor KPUD, tetapi jWa di pelabuhan
penyeberangan antara Madura dan Surabaya.
Sepertinya akan diprediksi unjuk rasa akan berawal
dari daerah kabupaten lainnya.

Keadaan menegangkan ini salah satunya
didorong dari adanya hasil survey quick count
(penghitungan cepat) yang diumumkan lebih dulu

L!L4I

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

dari hasil perhitungan manual KPUD. Sehinggamassa
dari salah satu pasangan calon gubernur/wakil
gubernur yang menang berdasarkan penghitungan
cepat ini, sudah merayakan dan memiliki pengharapan
yang sangat besar atas kemenangan calonnya.

Hasil survey quick count ini menunjukkan
kemenangan pasangan Kaji dengan rekapitulasi
suara pasangan Kaji 7.595.199 suara dan pasangan
Karsa 7.573.680 suara. Jadi, selisih suara antara
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
sekiatar 21.519 suara.

Pengharapan yang sangat besar ini tiba-tiba
pupus dengan adanya hasil penghittrngan manual
versi KPIJD Jatim yang menunjukkan kemenangan
pasangan Karsa, dengan rekapitulasi pasangan Kaji
7.669.72I suara dan pasangan Karsa 7.729.944
suara. Jadi, selisih suara antara pasangan calon
gubernw dan wakil gubernur sekitar 6A.223 suara.

Akhirnya, penghitungan KPUD Jatim inimenuai
kecaman dan gugatan dari pasangan cagub/wagub
Kaji. Alhasil, dengan modal bertumpuknya tiga
karung data-data pelanggaraR, pasangan Kaji
mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi.

Apapun yang dilakukan pasangan Kaji
merupakan bentuk prosedural politik pemilihan,
tetapi hasil akhirnya tetap ada di Mahkamah

l-uil

G
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Pelajann Pilgub Jatim

Konstitusi. Walaupun dalam prosesnya Mahkamah
Konstitusi menuai banyak isu yang negatif dan
menyudutkan, tetapi hal ini merupakan sesuatu
yang bi.asa dalam kehidupan politik demokrasi.

Perkembangan sekarang Mahkamah Konstitusi
menetapkan keputusan menerima gugatan
pasangan Kaji dengan Langkah=langkah melakukan
pemilihan ulang di 3 (tiga) kabupaten yang ada di
Madura. Nampaknya pernilihan cagub/wagub di
Jawa Timur sangat melelahkan dan menguras
banyak sumber daya-sumber daya. Sehingga
pertanyaan yang perlu dilontarkan, siapa yang tidak
becus dalam hal ini?

\
(\

LFI
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aQ:,no Lrlo*

Eagub Indie

f^ecara nasional, baru-baru ini muncul tren
,Euegelisahan baru dalam menimbang-
himbang nasib kepemimpinan nasional, dengan cara
melakukan konvensi pencalonan presiden tahun
2009. Konvensi ini dinarnakan capres indie yang
diinspirasi oteh Gus Solah dalam wadah Dewan
Integritas Bangsa dan Tim 45.

Capres indie ini didesain menjadi semacam
konvensi bagi calon-calon presiden melalui jalur
nonformal kelembagaan partai politik. Capres indie
ini akan diikuti 6 tokoh politik, tokoh pemerintahan,
dan ekonom, seperti SriSultan Hamengku Buwono
X, Fadet Muhammad, Yuddy Chrisnandi, Marwah
Daud Ibiahinr" Taufiqurrahman Ruki, dan Rizal Ranrli.
Rencananya konvensi capres indie tni akan
dilaksanakan mrdai tanggal 1 Februari dan berakhir
pada tanggal B April 2009.

I.tuJ
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Cagub Indie

Fenomena capres indie'seperti mata uang yang
memiliki 2 (dua) sisi yang berbeda. Satu sisi capres
indieini mengandurg pendidikan politik yang sangat
positif bagi masyarakat yang mendambakan nalar
politiknya berkembang oleh sajian fenomena
politik baru.

Realitas politiknya, sebagian nalar politik
masyarakat mengalami kebosanan dan jalan buntu
karena partai-partai politik terjebak pada penyajian
calon-calon presiden daur ulang. Istilah yang
diungkapkan dengan kalimat untuk capres tersebut
'itu lagi-itu lagi, seperti tidak ada yang lain'.

Selanjutnya dari sisi berikutnya, konvensi
capres indie dapat dikategorikan sebagai bentuk
aksi gerakan perlawanan politik atas kondisi
kehidupan politik yang menunjukkan merosotnya
demokrasi. Dalam halini merosotnya demokrasi
karena ulah partai-partai politik.

Merosotnya demokrasi debat publik calon
presiden terkesan sebagai dampaknya dari adanya
skenario politik d_gminasi oleh partai-partai politik
besar dalam menentukan tidak saja calon presiden
tetapi juga presiden yang terpilih. Partai-partai
politik besar dianggap tidak responsif dan
cenderung menutup kran saluran aspirasi calon-
calon alternatif dalam partai:partai politiknya.

Il!_81

Sketsa Politik Pilkada Kalsel

Selain itu dalam kondisi ini, partai-partai politik
besar secara sengaja atau tidak sengaja,
sepertinya diuntungkandengan adanya pengaturan
pasal-pasal pemilihan umum calon presiden/wakil
presiden. Di mana pengaturan pasal.ini semakin
membuat partai politik besar bersikukuh untuk
menjadi lembaga penentu calon presiden tahun
2009 dan hal ini otomatis menunjukkan sikap anti
terhadap perkembangan aspirasi politik individu
atau kelompok dalam masyarakat

Partai-partai politik besar terjebak
keyakinannya sendiri akan pilihan terbaik partai
politiknya untuk kemajuan bangsa- Hal ini menjadi
sesuatu yang absurd dalam politik demokrasi dan
tidak mustahil untuk dilakukan dalam kondisi
menyuburnya oligarkhis dalam partai politik.



file:///D/...si%205%20Buku)/originality%20report%208.6.2020%2020-22-47%20-%20SKETSA%20POLITIK%20PILKADA%20KALSEL.pdf.html[11/07/2020 09:35:42]

Namun apabila fenornena politik nasional capres
indie ioi, ditamasyakan ke ranah politik lokal
Kalimantan Selatan, yang diketahui secara umum jr-rga

tidak lama lagi akan rnenyelenggarakan pemilihan
gubernur/wakil gubernur Kalsel. Maka pertanyaan
yang menggelitik sanqbari, apakah juga perlu
diselenggarakan cagub indie diKalimantan Selatan?

Jawabannya, mungkin saja diperlukan cagub
indie di Kalimantan Selatan dilihat dari fakta politik
yang 'tenang-tenang saja' dan masih adanya sikap

Itlgl

Cagub Indie

malu-malu dari calon-calon gubernur/wakil
gubernur untuk menyatakan dirinya sebagai calon.
Padahal diketahui sosok gubernur/wakil gubernur
merupakan penentu perkembangan Kalimantan
Selatan di masa akan datang.

Dalam argumentasi yang lebih luas, fakta politik
ini dapat saja dikategorikan bahwa persoalan
kepemimpinan daerah di Kalimantan Selatan juga
mengalami nasib politik yang sama dengan
persoalan kepemimpinan nasional.

Hal inidilihat dari Bartai-partai politik Kalsel juga
terjebak dalam sikap oligarkhrsdalam memilih dan
bernafsu meniadi penentu calon gubernur/wakil
gubernur. Partai-partai politik di ranah lokal merasa
sebagai penentu formal dan substantif pencalonan
seorang gubernur/wakil gubernur Kalsel, yang
meniadakan aspirasi masyarakat di daerah.

Fakta politik sebenarnya, partai-partai politik
Kalsel yang oligarkhis seperti ini diuntungkan
perkembangan I ingkungan pol itik se kitarnya, yan g
secara otomatis menjadi acuan politik inividunya.
Lingkungan politik ter:sebut misalnya yaitu adanya
pandangan politik masyarakat daerah yarig lebih
memilih sikap menunggu dan adanya kondisi politik

r!3pl

Skeaa Politik pilkada Katsel

individr-r calon tersebut yang juga memilih sikap
menunggu. Namun kondisi-kondisi politik ini
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kecenderungannya tercipta karena mitos politik lama.

Kecenderungannya mitos politik ini menjadi
acuan bagi tindakan politik individunya yang
berminat menjadi pemimpin daerah, mitos politik
tersebut menyebutkan bahwa 'jangan duluan masuk
dalam arena politik pencalonan karena akan mudah
dihabisi lawan politik, sebaliknya yang maiu
pencalonan di akhir-akhir akan terhindar dari
serangan politik lawan'.

Apabila mitos politik lama ini diperbandingkan
dengan dunia politik modern sekarang ini, justru
sangat bertolak belakang. Dalamdunia politik modern
yang mengasumsikan 'siapa yang maju duluan
dalam proses pencalonan pemimpin daerah, maka
akan duluan dikenal oleh masyarakat daerahnya,
sebaliknya yang maju belakangan maka akan
belakangan juga dikenal masyarakat daerahnya,.

Selain itu, sepinya pencalonan gubernur/wakil
gubernur di Kalsel bisa saja diakibatkan karena
adanya dominasi calon-calon dari unsur kalangan
tertentu. Calon-calon yang berminat menjadi
gubern ur/wakil gubernur merupakan orang-orang

rt1i

Cagb Indie

yang saat ini sedang menjabat sebagai gubernur/
wakil gubernur atau sedang menjabat sebagai
bupati/wakil bupati. Sepertinya kesibukan
pengelolaan pemerintahan dan pembangunan
daerah, mengurangi minat mereka untuk melakukan
proses pendidikan politik bagi masyarakat daerah.
Akhirnya, kehadiran cagub indie di Kalsel
.merupakan suatu keharusan dan kebutuhan.

LE?I
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